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"Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut

untuk kebaikan dirinya sendiri"

(Qs. Al-Ankabut: 6)

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanku tidak akan
pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah
melewatkanku”

(Umar bin Khattab)
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ABSTRAK

“Analisis Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Rujuk perspektif maslahah
mursalah”

Oleh : Lesya Fera Oktaleny, NIM: 1711110019
Pembimbing I:Dr. Rohmadi, M. Ag dan Pembimbing II : Dr. Nenan Julir, Lc, M.Ag

Tujuan dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu Untuk mengetahui pencatatan rujuk
dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Untuk memgetahui analisis Kompilasi
Hukum Islam tentang rujuk (KHI) persfektif maslahah mursalah. Jenis penelitian
ini adalah penelitian kepustakaan (library Research) dengan mengunakan
pendekatan dengan menggunakan pendekatan (Normative-Yuridis). Kemudian
sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan
teknik pengumpulan data melakukan identifikasi wacana dari buku-buku, jurnal,
skripsi, web (internet), ataupun informasi lainnya yang berkaitan dengan judul.
Berdasarkan hasil analisis yang dapat disimpulkan yaitu: 1) Dalam pencatatan
rujuk Kompilasi Hukum Islam telah diatur peraturan Mentri Agama RI Nomor 3
Tahun 1975 tentang kewajiban Pegawai pencatat Nikah dan tata cara kerja
Pengadilan Agama dalam melaksanakan peraturan Perundang-undangan
Perkawinan bagi yang beragama islam. 2) Kompilasi Hukum Islam tentang rujuk
termasuk kedalam maslahah mursalah karena rujuk didalam KHI diperlukan
dalam kehidupan masyarakat agar pernikahannya dicatat kembali dikantor
pegawai Pencatat Nikah. Dalam hal ini dilihat dari segi tingkatan kemaslahatan
termasuk maslahah hajjiyah, maslahah al- tsabitah, maslahah Al- ammah.
Selanjutnya mengenai rujuk dalam KHI sudah sesuai dengan maslahah mursalah
yaitu mencegah kemudaratan dan mendatangkan kebaikan yaitu mencegah
terjadinya perceraian dan mengembalikan pernikahan.

Kata Kunci: Rujuk, Kompilasi Hukum Islam, Maslahah Mursalah
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan bagian yang sangat penting dari keberadaan
setiap manusia, terutama bagi mereka yang siap lahir dan batin, karena
perkawinan dapat digambarkan sebagai komponen sentral dalam suatu
pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Sesuai dengan pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa: “Perkawinan ialah
ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami
istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.l

Rujuk adalah kembalinya hubungan pernikahan yang telah terputus
karena perceraian tanpa akad dan ketika wanita dalam masa iddah. 2 Ini
adalah kesempatan yang diberikan Islam bagi pasangan suami istri yang telah
melakukan talak raj'i untuk mengobarkan kembali cinta mereka di rumabh.
Pengampunan yang diberikan dalam rangka kembalinya ikatan suci
perkawinan melalui rekonsiliasi dapat dimaafkan semaksimal mungkin guna
memulihkan keutuhan dan kebahagiaan keluarga, sehingga istri dan anak
merasa aman, tentram, dan gembira.3

Kata ruju” berasal dari bahasa Arab raja“a - yarji“u - rujk“an yang berarti
kembali, dan mengembalikan. Dalam istilah hukum Islam, para fugaha“
mengenal istilah “ruju” dan istilah “raj“ah” yang keduanya semakna. Defenisi
rujuk dalam pengertian figh menurut al-Mahalli adalah Kembali ke dalam
hubungan pernikahan dari cerai yang bukan talak bain, selama masa iddah.*

Rujuk menurut Hukum Positif adalah kembalinya bekas suami kepada
bekas istri yang masa iddah raj’i atau disebut thalak satu dan dua. Rujuk yang
berasal dari bahasa arab telah menjadi bahasa Indonesia terpakai artinya
menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (yang selanjutnya disingkat KBBI
adalah Kembalinya suami kepada istrinya yang ditalak, yaitu talak satu atau
talak dua, ketika istri masih dimasa iddah.

Adapun rujuk menurut aliy As’ad mengembalikan istri yang masih dalam
iddah thalak bukan ba’in kepada pernikahan (semula) adalah sah, istri dalam
thalak raj’i masih berhak untuk dirujuk suaminya. Kalau suami menjatuhkan
thalak satu atau dua, maka suaminya hanya punya satu thalak.>

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan

Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2011), h.30

45

2 Ali, Zainuddin . Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia , (Jakarta: Media Grafika, 2006) h.
3 Amir Syarifuddin. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2006)

4 Amir Syarifuddin,. Hukum Perkawinan.... h. 337

5 Fathul mu’in, (Yogyakarta: menara kudus, 1996), h. 167
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Rujuk menurut para ulama madzhab Hanafiyah adalah tetapnya hak
milik suami dengan tanpa adanya pengganti dalam masa iddah, akan tetapi
tetapnya hak milik tersebut akan hilang bila habis masa iddah.

Malikiyah rujuk adalah kembalinya istri yang dijatuhi talak, karena takut
berbuat dosa tanpa akad yang baru, kecuali bila kembalinya tersebut dari
talak ba’in maka harus dengan akad baru, akan tetapi hal tersebut tidak bisa
dikatakan rujuk .

Syafi'iyah dalam pengertiannya kembalinya suatu pernikahan yang telah
terpisah atau talak satu atau dua yang dilakukan suami istri dalam masa
iddah. Dalam pengertian golongan syafilyah bahwasanya suami istri
diharamkan berhubungan keduanya seperti halnya berhubungan dengan
orang lain walaupun seorang suami mempunyai hak untuk dapat merujuk
seorang istri walau tanpa kerelaan. Oleh karena itu rujuk menurut golongan
Syafi'iyah adalah mengembalikan hubungan suami istri ke dalam ikatan
pernikahan yang sempurna.

Hanbali rujuk adalah kembalinya yang dijatuhi talak selain talak ba’in
kepada suaminya dengan tanpa akad. Baik dengan perkataan atau perbuatan
(bersetubuh) dengan niat ataupun tidak.

Pada dasarnya para ulama madzhab sepakat, walaupun dengan redaksi
yang berbeda bahwa rujuk adalah kembalinya suami kepada istri yang
dijatuhi talak satu dan atau dua, dalam masa iddah dengan tanpa akad nikah
yang baru, tanpa melihat apakah istri mengetahui rujuk suaminya atau tidak,
apakah ia senang atau tidak, dengan alasan bahwa istri selama masa iddah
tetapi menjadi milik suami yang telah menjatuhkan talak tersebut kepadanya.
Bekas suami dalam masa iddah berhak merujuk istrinya itu dan
mengembalikan sebagaimana suami istri yang sah secara penuh, namun
karena timbulnya keharaman itu berdasarkan thalak yang diucapkan oleh
bekas suami kepada bekas istrinya itu. Maka untuk membolehkan kembali
bekas istri menjadi istrinya lagi harus dengan pernyataan rujuk yang
diucapkan oleh bekas suaminya tersebut.

Menurut Prof. Dr. Ahmad Rofig, M,A. dalam pernyataanya bahwasanya
seorang suami dan istri kembali meneruskan pernikahannya yamg terpecah
dikarenakan cerai raj’i dan dilaksanakan kembalinya lernikahan dalam masa
iddah.

Menurut Drs. H. Djaman Nur Rujuk merupakan kembalinya status
hukum perkawinan secara penuh setelah terjadinya talak raj'i yang dilakukan
oleh bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa iddah dengan kata kata
tertentu.

Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak
dapat ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah rujuk, demikian juga
halnya didalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang
No. 1 Tahun 1974.

Akan tetapi, di dalam peraturan Mentri Agama RI Nomor 3 Tahun 1975
yang berisi ketentuan mengenai Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata
Kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan peraturan perundang-



undangan Perkawinan bagi yang beragama Islam,® terdapat aturan-aturan
tentang permasalahan rujuk yaitu Bab XI pasal 32, 33 dan 34 yang kemudian
dikuatkan dan disempurnakan lagi dalam KHI Bab XVIII pasal 163 sampai
dengan pasal 169.

Perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian, dan atas
keputusan pengadilan (pasal 38 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974). Dalam pasal
39 UU No. 1 Tahun 1974 sesuai dengan konsep KHI yaitu perceraian hanya
dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang
bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
Untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup, bahwa antara
suami istri tersebut tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.”

Dalam hal ini tidak jarang sepasang suami istri yang telah berpisah atau
mengakhiri hubungan perkawinan memutuskan untuk melakukan rujuk.
Upaya untuk berkumpul lagi setelah perceraian, dalam rujuk para ulama
sepakat rujuk itu diperbolehkan dalam Islam, upaya rujuk ini diberikan
sebagai alternatif terakhir untuk menyambung kembali hubungan lahir batin
yang telah terputus. Sebagaimana firman Allah surah al-Bagarah ayat 228
sebagai berikut:

&&&QTSQ%*Q} ;jjs;._bu.@.m.a_:b iy Q,LMT}
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Artinya: wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggqu) tiga
kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam
rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya
berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki
ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya
menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan
kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dalam konteks Indonesia, bagi suami yang ingin merujuk mantan istrinya
yang telah ia talak dan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN), tidak
boleh seenaknya langsung mencampurinya tanpa menghiraukan prosedur-
prosedur yang harus dipenuhi, dalam hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum
Islam (KHI) dalam pasal 163 sampai dengan pasal 169.

6 Ahmad Rofiq. Hukum Islam di Indonesia , (Jakarta: RajaGrafindo Persda, 2000), hal. 324
7 Zainuddin Ali. Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet. Ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 7



Apabila prosedur-prosedur tersebut tidak terpenuhi, maka rujuknya
dianggap tidak sah atau cacat hukum dan tidak mengikat. Berdasarkan
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
(KHI), pada pasal 10 dijelaskan bahwa rujuk hanya dapat dibuktikan dengan
kutipan Buku Pendaftaran Rujuk yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat
Nikah, Terdapat beberapa prosedur rujuk yang ditetapakan oleh pemerintah
yang meliputi proses pencatatan rujuk dan syarat-syarat rujuk. Pada proses
meliputi proses pencatatan rujuk perlu diperhatikan bahwa orang yang akan
rujuk, harus datang bersama isterinya ke Kantor Urusan Agama (KUA) yang
mewilayahi tempat tinggal istri, dengan membawa dan menyerahkan
fotocopy . Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), surat
keterangan untuk rujuk dari kepala desa/lurah tempat berdomisili, Akta cerai
asli beserta lampiran putusan dari Pengadilan Agama. Sebelum rujuk dicatat,
maka dilakukan terlebih dahulu rangkaian pemeriksaan yang membuktikan
apakah suami yang akan rujuk itu memenuhi syarat-syarat rujuk atau tidak,
apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam masa iddah talak raj’i
atau sudah melewati masa dan apakah perempuan yang akan dirujuk itu
adalah benar-benar mantan istrinya atau bukan, serta apakah ada persetujuan
mantan istri mengenai rujuk tersebut atau tidak. 8

Pasal 10 Kompilasi Hukum Islam Tentang Rujuk menyatakan Rujuk
hanya dibuktikan dengan kutipan buku pendaftaran rujuk yang dikeluarkan
oleh pegawai pencatat nikah, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak
masyarakat yang belum terlalu memahami bagaimana konsep atau
pelaksanaan mengenai peraktek rujuk apakah rujuk dapat terjadi hanya
melalui sekedar ucapan, perkataan atau hanya melakukan hubungan suami
istri saja.

Fenomena lain yang terjadi di lapangan masih banyak praktek rujuk tidak
didaftarkan kepada pegawai Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama hal
ini didasari karena masyarakat menganggapnya tidak akan menjadi suatu
permasalahan, dan ada juga masyarakat yang tidak mengetahui bahwa
setelah putusnya perkawinan melalui Pengadilan Agama dan akan rujuk
kembali hal ini harus didaftarkan kepada Pegawai Pencatat Nikah,
permasalahan selanjutnya yang terjadi mengenai lamanya Putusan
Pengadilan yakni kurang lebih 6 bulan sedangkan masa iddah untuk
perempuan yang ditalak satu dan dua yakni sama seperti yang ditinggal
meninggal oleh suaminya yaitu 4 bulan 10 hari.

Atas dasar penjelasan diatas mengenai pelaksanaan dan KHI Tentang
Rujuk merupakan sebuah masalah yang menarik untuk diteliti, maka dalam
hal ini penulis berupaya menangkatnya dalam suatu riset skripsi dengan
judul “Analisis Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Rujuk Perspektif
Maslahah Mursalah”

8 https://bengkulu.Kemenag.go.id/files/bengkulu/file/file/ dokumen/wvch1349316523,
pdf (diakses pada hari selasa, 2 november 2021, pukul 11:00 WIB)


https://bengkulu/

B.

C.

E.

Rumusan masalah
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pencatatan rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)?

2. Bagaimana analisis Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Rujuk
persfektif maslahah mursalah?

Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui pencatatan rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam
(KHI)

2. Untuk mengetahui analisis Kompilasi Hukum Islam tentang rujuk (KHI)
perspektif maslahah mursalah

Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis
Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu
pengetahuan para pembaca khususnya bagi mahasiswa dan akademisi
lainnya. Selain itu dengan adanya penelitian ini peneliti berharap dapat
menambah dan melengkapi karya ilimiah tentang analisis kompilasi
hukum islam (KHI) tentang rujuk perspektif maslahah mursalah.
2. Secara Praktis
Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka
acuan dan landasan bagi peneliti lanjutan, dan diharapkan dapat
memberikan masukan bagi para pembaca. Penelitian ini juga diharapkan
dapat bermanfaat bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui
tentang rujuk kompilasi hukum islam perspektif maslahah mursalah.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu saya ambil dari penelitian yang dilakukan oleh
diantaranya yaitu :

1. Khoiroh, Muflikhatul” Analisis Hukum Islam Terhadap Fenomena “Rujuk”
Talak Bain Kubra di Desa Medelan Kecamatan Lenteng Kabupaten
Sumenep” yang menganalisis pertanyaan tentang bagaimana deskripsi
rujuk” talak bain kubra di Desa Medelan Kecamatan Lenteng Kabupaten
Sumenep dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap “rujuk” talak bain
kubra di Desa Medelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep. Dari
hasil penelitian ini diketahui bahwa talak yang dijatuhkan suami terhadap
isterinya itu tidak sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Kedua,
dalam hukum Islam, rujuk hanya diperbolehkan bagi wanita yang sedang
dalam masa idah talak raj'i, sedangkan talak bain kubra tidak boleh
melakukan rujuk dan hukumnya adalah haram. Hal ini sesuai dengan
firman Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 229. Jika pasangan suami isteri



menginginkan untuk rujuk maka harus ada mubhallil di dalamnya. Maka
rujuk yang dilakukan oleh masyarakat Medelan belum sesuai dengan
syari’at Islam karena bertentangan dengan apa yang telah Allah.
Berdasarkan dalam firman-firmanNya yang terdapat di dalam Al-quran
Surat al-Bagarah ayat 229 dan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)
pasal 163 ayat 1, 2, dan pasal 167-169 tentang tata cara rujuk.

2. Jurnal yang disusun oleh Arifin Abdullah, Delia Ulfa Yang berjudul
“Kedudukan dalam masa’iddah (Analisis Perspektif Hukum Islam”. Yang
menjadi permasalahan dalam jurnal ini adalah Dalam al-Quran dan hadist
tidak memerintahkan maupun melarang adanya syarat izin istri untuk
melakukan rujuk. Namun, menurut beberapa ulama rujuk tersebut tidak
memerlukan izin dan persetujuan isteri sedangkan aturan yang ada dalam
sistem perundang-undangan di Indonesia mengharuskan adanya izin istri
dalam rujuk suami. Izin rujuk dibutuhkan dengan tujuan wuntuk
menghindari mudharat dan kerusakan. Berdasarkan yang telah di uraikan
maka permasalahan mengenai bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap
kedudukan izin rujuk suami dalam masa iddah dan dalil-dalil serta metode
istinbat hukum apa yang digunakan para ulama dalam menetapkan hak
rujuk suami. Menganalisa data-data penelitian untuk menyimpulkan
bahwa menurut hukum Islam, kedudukan izin rujuk suami dalam masa
iddah tidak dijelaskan secara tegas. Ulama fikih menetapkan rujuk sebagai
hak prerogatif suami tidak membutuhkan izin dari persetujuan dari isteri.
Suami dapat merujuk isteri kapan pun. Izin isteri dalam rujuk suami yang
berlaku dalam peraturan perundang-undangan tidak menyalahi hukum
Islam. Adapun metode istinbat yang digunakan lebih fokus kepada metode
bayani atau lughawiyyah. Metode ini ditinjau oleh para ulama untuk
melihat dalil al-Quran tentang rujuk bersifat umum (‘am)

3. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Oleh Sari Rahayu Oktariani
Tahun 2020, Dengan Judul “Praktek Rujuk Talak Tiga di desa Muara
Karang kecamatan pondopo kabupaten empat lawang ditinjau dari hukum
islam dan hukum positif “. Penelitian ini membahas Bagaimana
pemahaman dan praktek rujuk talak tiga di desa muara karang, bagaimana
tinjauan Hukum Islam dan hukum positif terhadap talak tiga di desa muara
karang.

Hasil penelitian: Pelaksanaan praktek rujuk talak tiga dilihat dari
presentase rujuk talak tiga sendiri mencapai 20% kasus yang terjadi, disana
persoalan rujuk talak tiga bagi masyarakat setempat bukanlah merupakan
suatu persoalan yang baru lagi karena hal ini sudah sering dilakukan
masyarakat desa muara karang dan bahkan sudah menjadi suatu adat
kebiasaan bagi masyarakat tersebut, dan hingga saat ini belum ada
penetapan atau rencana pembuatan perdes atau sangsi adat bagi
masyarakat yang melakukan rujuk talak tiga, secara prosedur praktek rujuk
talak tiga di desa muara karang, belum sesuai dengan hukum islam dan
hukum positif, dilihat dari hukum islam talak tiga sendiri disebut juga
dengan talak ba’in kubro yaitu talak yang menghilangkan kehalalan
mantan suami terhadap mantan istri serta menghalalkan mantan suami



untuk kawin kembali dengan mantan isterinya, kecuali setelah mantan istri
itu kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami keduanya
itu serta telah bercerai secara wajar.

F. Metode Penelitian
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penelitian ini termasuk kategori dalam penelitian kepustakaan yaitu
jenis penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku kepustakaan
yang berkaitan dengan pokok pembahasan ini.’
2. Sumber Data
Untuk menunjang data pada penelitian ini sumber data yang diperoleh
dalam jenis penelitian keperpustakaan (library Research) diambil sumber
data primer dan sekunder.

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari
sumber pertama.l%Sumber data primer dalam penelitian ini yang
memberikan data langsung dari tangan pertama, untuk data primer
penulis menggunakan kitab al- Al-Jaziri, Figh ala Mazabib al-Arba“ah
Aliy as’ad, Fathul mu’in, dalam Hukum Keluarga di Indonesia
menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) karya H.
Abdurrahman. peneliti menggunakan Instruksi Presiden Nomor 1
Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

b) Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapatkan di luar dari sumber
data primer.! Data sekunder atau data tangan kedua adalah data
yang diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data sekunder
biasanya berwujud buku-buku, jurnal penelitian, artikel, internet, data
dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.

3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data, dalam hal ini penulis akan melakukan
identifikasi wacana dari buku-buku, jurnal, skripsi, web (internet),
ataupun informasi lainnya yang berkaitan dengan judul.
4. Teknik Analisis Data
Dalam menganalisis data, metode yang digunakan adalah kualitatif
dengan pola pikir sebagai berikut :

a. Deduktif, yaitu metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang
umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-
bagian yang khusus. pola pikir ini berfungsi untuk menganalisa
masalah konsep rujuk tentang Kompilasi Hukum Islam secara umum
perspektif maslahah mursalah sehinga bisa menghasilkan sebuah titik
temu.

9 Soerjono Soekanto. Penelitian Hukum Normatif. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001). h. 13.

10 Suharsini Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta,
2002), h. 26

11 Hamid Patilima. Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 15



b. Komparatif, yaitu mengenai pencatatan kompilasi Hukum Islam
tentang rujuk untuk kemudian ditarik kesimpulan
c. Dan kaitannya dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran penelitian secara lengkap dan utuh maka

disusun sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan
sistematika penulisan.

BAB II Kerangka Teori, berisi tentang pengertian rujuk, dasar hukum
rujuk, Syarat dan rukun rujuk, macam-macam rujuk, tujuan dan hikma rujuk,
Pengertian maslahah mursalah, Dasar hukum maslahah mursalah,
persyaratan maslahah mursalah, macam-macam maslahah mursalah,
Kehujjahan maslahah mursalah.

BAB III Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pada bagian ini akan
menjelaskan pengertian Kompilasi Hukum Islam, Latar belakang dan sejarah
Kompilasi Hukum Islam, Kedudukan Kompilasi Hukum Islam, ketentuan
rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam.

BAB IV Hasil dan Pembahasan, skripsi ini akan membahas tentang
Pencatatan rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam, Analisis Kompilasi Hukum
Islam (KHI) tentang rujuk perspektif maslahah mursalah.

BAB V Penutup, dalam skripsi ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil
penelitian.



BAB II
KAJIAN TEORI

A. Rujuk
1. Pengertian Rujuk

Menurut bahasa Arab, kata ruju” berasal dari kata raja"a - yarji"u -

ruju “an yang berarti kembali, dan mengembalikan. Dalam istilah hukum
Islam, para fugaha™ mengenal istilah “ruju” dan istilah “raj“ah” yang
keduanya semakna. Defenisi rujuk dalam pengertian figh menurut al-
Mahalli adalah : Kembali ke dalam hubungan pernikahan dari cerai yang
bukan talak bain, selama masa iddah.1?

Ulama Hanafiyah memberi definisi ruju” sebagaiman dikemukakan oleh

Abu Zahrah, sebagai berikut :
Ruju” ialah melestarikan pernikahan dalam masa iddah talak (raj “i)”.13
Sedangkan rujuk menurut para ulama madzhab adalah sebagai berikut;

1.

Hanafiyah, rujuk adalah tetapnya hak milik suami dengan tanpa adanya
pengganti dalam masa iddah, akan tetapi tetapnya hak milik tersebut
akan hilang bila habis masa iddah.

. Malikiyah, rujuk adalah kembalinya istri yang dijatuhi talak, karena

takut berbuat dosa tanpa akad yang baru, kecuali bila kembalinya
tersebut dari talak ba“in, maka harus dengan akad baru, akan tetapi hal
tersebut tidak bisa dikatakan rujuk.

. Syafi“iyah, rujuk adalah kembalinya istri ke dalam ikatan pernikahan

setelah dijatuhi talak satu atau dua dalam masa iddah. Menurut
golongan ini bahwa istri diharamkan berhubungan dengan suaminya
sebagaimana berhubungan dengan orang lain, meskipun suami berhak
merujuknya dengan tanpa kerelaan. Oleh karena itu rujuk menurut
golongan Syafi“iyah adalah mengembalikan hubungan suami istri ke
dalam ikatan pernikahan yang sempurna.

. Hanabilah, rujuk adalah kembalinya istri yang dijatuhi talak selain talak

ba“in kepada suaminya dengan tanpa akad. Baik dengan perkataan atau
perbuatan (bersetubuh) dengan niat ataupun tidak.14
Pada dasarnya para ulama madzhab sepakat, walaupun dengan redaksi

yang berbeda bahwa rujuk adalah kembalinya suami kepada istri yang
dijatuhi talak satu dan atau dua, dalam masa iddah dengan tanpa akad nikah
yang baru, tanpa melihat apakan istri mengetahui rujuk suaminya atau tidak,
apakah ia senang atau tidak, dengan alasan bahwa istri selama masa iddah
tetap menjadi milik suami yang telah menjatuhkan talak tersebut kepadanya.

Pada dasarnya para ulama madzhab sepakat, walaupun dengan redaksi

yang berbeda bahwa rujuk adalah kembalinya suami kepada istri yang
dijatuhkan talak satu dan dua, dalam masa iddah dengan akad nikah yang
baru, tanpa melihat apakah istri mengetahui rujuk suaminya atau tidak,

12 Amir Syarifuddin. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Munakahat dan Undang-
undang Perkawinan, (Jakarta: kencana, 2006, h. 337
13- Abdul Rahman Ghozali. Figh Munakahat, (Jakarta : Kencana, 2008), h. 285
4 Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Figh ala Mazahib al-Arba“ah, (Mesir : Al-Maktab At- Tijariyyati
Al-Qubra, 1990), h. 377-378
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apakah ia senang atau tidak, dengan alasan menjatuhkan talak tersebut

kepadanya.

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ulama tersebut

dapat disimpulkan dengan terjadinya thalak antara suami istri yang berstatus
talak raj’i dalam masa iddah namun pada dasarnya talak itu mengakibatkan
keharaman dengan perbuatan (bersetubuh) antara keduanya.
Bekas suami dalam masa iddah berhak merujuk istrinya itu dan
mengembalikan sebagaimana suami istri yang sah secara penuh, namun
karena timbulnya keharaman itu berdasarkan talak yang diucapkan oleh
bekas suami kepada bekas istrinya itu. Maka untuk membolehkan kembali
bekas istri menjadi istrinya lagi harus dengan pernyataan rujuk yang
diucapkan oleh bekas suaminya tersebut.

Rujuk yang berasal dari bahasa arab telah menjadi bahasa Indonesia
terpakai artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (yang selanjutnya
disingkat KBBI adalah Kembalinya suami kepada istrinya yang ditalak, yaitu
talak satu atau talak dua, ketika istri masih dimasa iddah.

Definisi yang dikemukakan KBBI tersebut diatas secara esensial bersamaan
maksudnya dengan yang dikemukakan dalam kitab figh, meskipun
redaksionalnya sedikit berbeda. Dari definisi-definisi tersebut diatas terlihat
beberapa kata kunci yang menunjukkan hakikat dari perbuatan hukum yang
bernama rujuk tersebut, yaitu :

a. Kata atau ungkapan “kembali suami kepada istrinya” hal ini mengandung arti
bahwa diantara keduanya sebelumnya telah terikat dalam tali perkawinan,
namun ikatan tersebut sudah berakhir dengan perceraian. Laki-laki yang
berkembali kepada orang lain dalam bentuk perkawinan, tidak disebut
rujuk dalam pengertian ini.

b. Ungkapan atau kata “yang telah ditalak dalam bentuk raj"iy”, mengandung
arti bahwa istri yang bercerai dengan suaminya itu dalam bentuk yang
belum putus atau baiin. Hal ini mengandung maksud bahwa kembali
kepada istrri yang belum dicerai atau telah dicerai tetapi tidak dalam
bentuk talak raj “iy, tidak disebut rujuk.

c. Ungkapan atau kata “masih dalam masa iddah”, mengandung arti bahwa
rujuk itu hanya terjadi selama istri masih berada dalam mahasa iddah. Bila
waktu iddah telah habis, mantan suami tidak dapat lagi kembali kepada
istrinya dengan nama rujuk. Untuk maksud itu suami harus memulai lagi
nikah baru dengan akad baru.1?

Dapat dirumuskan bahwa rujuk ialah “mengembalikan status hukum
pernikahan secara penuh setelah terjadinya talak raj“i yang dilakukan oleh
bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa iddah dengan ucapan
tertentu”.1¢

Dari rumus tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan terjadinya talak
antara suami istri meskipun berstatus talak raj“i, namun pada dasarnya talak
itu mengakibatkan keharaman hubungan seksual antara keduaya,

15 Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam... h.337
16 Abdul Rahman Ghozali, figih munakahat, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 287
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sebagaimana laki-laki lain juga diharamkan melakukan hal serupa itu. Oleh
karena itu, kendati bekas suami dalam masa iddah berhak merujuk bekas
istrinya itu dan mengembalikannya sebagaimana suami istri yang sah secara
penuh, namun karena timbulnya keharaman itu berdasarkan talak yang
diucapkam oleh bekas suami terhadap bekas istrinya itu, maka untuk
menghalalkan kembali bekas istrinya menjadi istrinya lagi haruslah dengan
pernyataan rujuk yang diucapkan oleh bekas suami dimaksud.

2. Dasar Hukum Rujuk

Pengertian rujuk dalam hukum disebut raj’ah yang berati “kembali”.
Orang yang rujuk terhadap istrinya berarti kembali kepada istrinya.l”
Dalam satu sisi Rujuk itu adalah membangun kembali kehidupan
perkawinan. Kalau membangun kehidupan perkawinan pertama kali
disebut perkawinan, maka melanjutkannya disebut rujuk. Hukum rujuk
dengan demikian sama dengan hukum perkawinan, dalam mendudukkan
hukum asal dari rujuk itu ulama’ berbeda pendapat. Jumhur ulama’
mengatakan bahwa rujuk itu adalah sunnah. 18

Dalil yang digunakan jumhur ulama itu adalah firman Allah SWT
dalam surat al-Baqarah ayat 228 :

U-A&Q uidﬁ-ﬁb ;)}uuwb 5% CA'—.QLE—QJ‘}

51 A4 fﬁ‘fﬂb AL 3 5 0l Sae sl G B Gl
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Sl e Al Jhe Ay Bl 153151 51 EUS 3 Sad),
S - 5 osge W @ o -y~

;&};f A )j-?u-’g-gxlﬁ L)L?'{UJ

Artinya: “wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu)
tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah
dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-
suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami)
menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan
kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu
tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana.”

;/}

o

Demikian pula firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 229 :

17 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan...., h. 240.
18 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan...., h. 339.
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Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi
dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi
kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka,
kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum
Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan
hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang
diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka
janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah
mereka Itulah orang-orang yang zalim.

Hak rujuk yang terkandung pada ayat-ayat diatas, adalah yang
diberikan oleh syari’at Islam kepada bekas suami selama masa iddah,
karena itu suami tidak membatalaknnya, walaupun ada suami yang
berkata: “tidak ada rujuk bagiku”. Rujuk dapat dilakukan manakala talak
yang dijatuhkan suami adalah talak raj’i bukan talak ba’in atau talak tebus.
Firman Allah dalam surah Al-Thalaq ayat 2:

o8 2 F L s gf A SE e g* A 2Er g B cel oo
9oty 29 ey (1258, 5l By ey 18 Suelb (gl (2l 138
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Artinya: apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah
mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah
dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan
kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang

beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya
Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.
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Q.S. (2) AL- Baqoroh ayat 231:
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Artinya: apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir
iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah
mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk
memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka.
Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap
dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan
ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu
Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu
dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta
ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Dalam ayat tersebut menerangkan, bahwa masa iddah adalah masa
berfikirnya suami istri, apakah suami akan kembali kepada bekas istrinya
atau tidak. Apabila suami berpendapat bahwa ia boleh rujuk dalam masa
iddah tersebut, tetapi beranggapan bahwa ia tidak mampu melanjutkan
kehidupan ruma tangganya, maka ia harus rela melepaskan bekas istrinya
secara baik dan jangan menghalangi ketika istri itu akan melakukan
perkawinan dengan laki-laki lain.

Ayat diatas pada hakekatnya niat suami untuk merujuk istrinya
tersebut didasari dengan maksud ishlah. Sehingga dapat memungkinkan
adanya perbaikan rumah tangga yang kedua kalinya.

Rujuk berdasarkan hadis yaitu:

e Sl s G Gll ST 2k ) d a2 M0 0 el s “;MJ;“\LL@;
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Al- Qa’nabi bercerita kepada kami dari Malik dari Nafi" dari Abdillah ibnu
Umar, bahwa beliau mentalak isterinya sedang dia dalam keadaan datang bulan
dimasa Rasul. SAW. Kemudian Umar Ibnu Al-Khattab menanyakannhal itu pada
rasul SAW, lalu Rasul bersabda: temui dia! Kemudian suruh merujuk kembali,
kemudian biarkan istrinya sampai masa suci, kemudian menjalani masa haid, lalu
masa suci, setelah itu jika ia mau, maka setelah itu, biarkan dia tetap menjadi
isterinya dan jika ia mau boleh mentalak sebelum digauli. Masa iddah ini
merupakan perintah Allah SWT. Jika mentalak istri-istrinya. ( H. R. Abu Daud)

alaa 5 5 al Lean il 75 el e AN OB 431500 (Ll W A3T iay a2 (3l 02

Dari Ibnu “Umar RA bahwasanya ketika ia mencerai istrinya (dalam keadaan h
aidl), Nabi SAW bersabda kepada "Umar,” Suruhlah ia agar merujuk istrinya”.
[HR. Bukhari dan Muslim]

A5 “ X Jw oo A ot a6, B sl 206 e 0
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Dari ‘Aisyah, ia berkata : Istri Rifa’ah Al-Quradhiy pernah datang kepada Nabi
SAW, lalu berkata, “Aku fulu menjadi istri Rifa’ah, kemudian ia menthalagku thalaq
tiga, kemudian sesudah itu aku kawin dengan ‘Abdurrahman bin Zubair, sedang apa
yang ada padanya seperti ujung pakaian”. Kemudian Nabi SAW bertanya, “Apakah
kamu ingin kembali kepada Rifa’ah ? Tidak boleh, sehingga kamu merasakan
madunya dan dia merasakan madumu”. [HR. Jama’ah]

3. Syarat dan Rukun Rujuk

Dari berbagai aspek yang berkaitan dengan rujuk, persoalan syarat dan
rukun rujuk merupakan salah satu aspek yang dibahas oleh para ulama.
Paradigma seperti ini merupakan tradisi atau kebiasaan para ulama dalam
menjelaskan persoalan-persoalan tertentu agar lebih jelas dan mudah
dipahami.

Pendapat tentang syarat dan rukun rujuk dalam talak raj’i menurut
para ulama sangat beraneka ragam, diantaranya tidak sah rujuknya bagi
orang yang murtad, anak kecil dan orang gila, karena masing-masing
darinya itu bukan orang ahli nikah berbeda dengan orang bodoh dan
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budak maka rujuk keduanya adalah sah tanpa ada pengetahuan sang wali

meskipun permulaan pernikahan keduanya terhenti sementara untuk

memperoleh izin sang wali dan tuan.?

Jika sudah sampai habis masa iddahnya siperempuan yang tertalak
raj'i , maka halal bagi sang suami menikahinya dengan akad nikah yang
baru, maka baginya masih ada sisa dari talak baik perempuan tersebut
sesudah bertemu dengan suami lainnya.

Jika sudah mencukupi hal diatas maka terpenuhilah syarat-syarat rujuk
dan tidak diperlukan lagi syarat-syarat lain bagi orang ingin rujuk dapat
ditambah yaitu qaulun mahsusun yaitu suatu qaul yang dinyatakan secara
khusus perbuatan yang dilakukan secara khusus pula.

Adapun rujuk yang sesuai dengan sunnah adalah rujuk yang tidak
mengandung unsur pemaksaan didalamnya yaitu proses rujuk dengan
gaul dan menghadirkan dua orang saksi ketika menyatakan rujuknya itu,
kemudian jika proses rujuk tidak dilakukan kehadiran pihak isteri
kemudian istrinya itu diberitahukan dan tidak ada dukhul kecuali dengan
izin sang istri sehingga ia siap untuk melakukannya. Adapun rujuk yang
dapat dilakukan oleh suami memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Bekas istri sudah penuh dicampuri dalam pengertian ini maka penceraian

yang terjadi antara suami dan isteri yang belum pernah dicampuri tidak
diberikan hak rujuk kepada bekas suami

2. Talak yang dijatuhkan tanpa pembayaran iwad dari pihak istri dengan
pembayaran iwad baik dengan jalan khuluk atau terpenuhinya
ketentuan-ketentuan ta’lik talak tidak berhak merujuk istri.

3. Rujuk dilakukan pada waktu bekas istri masih dalam masa iddah.
Dengan demikian apabila masa iddah telah habis maka hak saumi telah
habis pula.

4. Persetujuan isteri yang akan dirujuk. Syarat ini sejalan dengan prinsip
sukarela dalam perkawinan.20
Adapula menurut Imam mazhab syarat-syarat rujuk sahnya rujuk yang
dilakukan oleh suami adalah:

1. Menurut Imam Syaf’i Maliki dan Hambali suami yang rujuk ialah
orang yang cakap bertindak hukum yaitu: dewasa, berakal, dan atas
kesadran sendiri serta bukan orang yang murtad. Sedangkan menurut
Imam Hanafi anak kecil boleh melakukan rujuk ini sebab karena
nikahnya sah sekalipun ini tergantung kepada walinya.

2. Adanya pernyataan secara jelas atau sindiran yang menyatakan akan
rujuk kembali, pendapat ini merupakan pendapat Imam Syafi'i
sedangkan menurut imam hanafi bukan hanya dengan perkataan saja
tetapi dapat dilakukan dengan hubungan intim atau jima.

3. Status istri tersebut dalam masa iddah dan sebelum ditalak istri
tersebut telah digauli.

19 Imron rosidah, Ringkasan kitab Al-Umm, (Jakarta, Pustaka Azzam) h. 549
20 M. Abdul Goffar, Fikih Keluarga, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2006) h. 281-281
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4. Rujuk itu dilakukan secara langsung bebas dari segala macam
persyaratan seperti unkapan suami “saya akan kembali kepada
engkau jika engkau suka”. Atau “ saya akan kembali kepada engkau
jika ayah engkau datang”. Ungkapan ini tidak sah dalam melakukan
rujuk.

Adapula syarat sahnya rujuk terdiri dari syarat bagi suami dan syarat
bagi istri yang masing-masingnya dapat diuraikan sebagai berikut:
1) Syarat bagi suami

a) Laki-laki yang merujuk adalah suami bagi perempuan yang
dirujuk dimana nikah antara keduanya adalah sah.

b) Laki-laki yang merujuk haruslah seseorang yang mampu
melaksanakan pernikahan dengan sendirinya, yaitu telah
dewasa dan atas kehendak sendiri tanpa adanya paksaan.

2) Syarat bagi istri

a) Perempuan tersebut adalah isteri sah dari laki-laki yang akan
merujuk

b) isteri telah ditalak dengan talak raj’i

c) isteri masih dalam iddah raj’i,

d)istri tersebut sudah pernah digauli setelah perkawinan
berlangsung.

Adapun jika kita lihat ketentuan yang berlaku di Indonesia mengenai
syarat rujuk itu sendiri Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa rujuk
mesti dilakukan dihadapan pihak yang berwenang yakni Pegawai
Pencatat Nikah.

Rukun Rujuk adalah sigat atau pernyataan kembali dari suami serta
perbuatan yang menunjukkan keinginan tersebut. 2! Ulama’ sepakat
bahwa rujuk tidak sah apabila tidak memenuhi rukun-rukun rujuk, akan
tetapi terhadap ketentuan rukun itu mereka berbeda pendapat. Menurut
ulama’ Jumhur rukun rujuk ada 3 macam yaitu:

a. Murtaji atau mantan suami.
b. Murtaja’ atau mantan istri
c. Sigat atau ijab rujuk??

Menurut mazhab Syafi’i rukun rujuk adalah seperti sigat dan suami
yang akan melaksanakan rujuk.

Menurut mazhab Maliki rukun rujuk adalah niat suami yang
menyatkan rujuknya dan istri yang akan rujuk.

Menurut mazhab Hanbali rukun rujuk adalah sama dengan mazhab
syafi’i ditambah dengan jimak atau bersetubuh.

Adapaun ulama’ hanafiyah mengatakan bahwa rukun rujuk hanya
terdiri dari sigat saja, sebab unsur murtaji dan murtaj’a merupakan suatu
yang melekat pada sigat itu sendiri.

21 Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, h.265
2 Syarbini, Asy-Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Al- Khotib, Mughni Al- Muhtaj
V, h3.
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Kata kunci yang membangun definisi tersebut diatas menunjukkan
rukun dan syarat-syarat yang harus di penuhi untuk terlaksankannya
sebuah perbuatan rujuk, rukun atau unsur rujuk yang di sepakati oleh
ulama adalah ucapan rujuk, mantan suami yang merujuk dan mantan istri

yang dirujuk.

4. Macam-macam Rujuk
1. Hukum rujuk pada talak raj“i
Kaum muslimin telah sependapat bahwa suami mempunyai hak rujuk
istri pada talak raji selama masih berada dalam masa iddah tanpa
mempertimbangkan persetujuan istri, Fuqoha juga sependapat bahwa
syariat talak raji ini harus terjadi setelah dukhul (pergaulan) dan rujuk
dapat terjadi dengan kata-kata dan saksi.

Adapun batas-batas tubuh bekas istri yang boleh dilihat oleh suami,
fuqoha berselisih pendapat mengenai batas-batas yang boleh dilihat oleh
suami dari istrinya yang dijatuhi talak raj “i selama ia berada dalam masa
iddah. Malik berpendapat bahwa suami tidak boleh bersepi-sepi dengan
istri tersebut, tidak boleh masuk kekamarnya kecuali atas persetujuan
istri, dan tidak boleh melihat rambutnya.

Abu Hanifah berpendapat bahwasanya tidak mengapa (tidak
berdosa) istri tersebut berhias diri untuk suaminya, memakai wangi-
wangian, serta menampakan jari-jemari dan celak. Pendapat ini
dikemukakan pula oleh Tsauri, Abu Yusuf, dan Auza“i.??

2. Hukum Rujuk pada Talak Bain

Talak bain bisa terjadi karena bilangan talak yang kurang dari tiga.
Ini terjadi pada yang belum digauli tanpa diperselisihkan. Talak bain bisa
terjadi pada istri yang menerima khulu ”, dengan silang pendapat.

Hukum rujuk sesudah talak tersebut sama dengan nikah baru, yakni
tentang persayaratan adanya mahar, wali, dan persetujuan. Hanya saja,
jumhur fuqoha berpendapat bahwa untuk perkawinan ini tidak
dipertimbangkan berakhirnya masa iddah.

Mazhab sepakat tentang orang yang telah menalak istrinya dengan
talak tiga. Ia tidak boleh menikahinya lagi hingga istrinya yang telah
ditalaknya dinikahi oleh orang lain dan disetubuhi dalam pernikahan
yang sah. Adapun, yang dimaksud pernikahan dalam masalah ini adalah
termasuk  persetubuhannya. @ Hal ini  merupakan  sayarat
diperbolehkannya menikahi lagi bagi suami pertama mantan istrinya
tersebut bercerai dengan suami yang baru.?

5. Tujuan dan Hikmah Rujuk
Islam telah menganjurkan apabila perceraian telah terjadi, maka dianjurkan
agar bekas suami dan istri untuk rujuk kembali, apabila kembalinya

2 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Mugqtashid analisa Figih para Mujtahid,
(Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 593

2 Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, Figih Empat Mazhab,
(Bandung: Hasyimi, 2013). h .354
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mereka demi kemaslahatan rumah tangganya. Diantara tujuan dan hikmah
rujuk yaitu:
1. Tujuan Rujuk
a. Untuk membangun keluarga mereka yang berantakan akibat adanya
perceraian.
b. Untuk menjalin kembali ikatan pernikahan yang hampir putus akibat
perceraian.
c. Untuk memberi kesempatan terhadap bekas suami istri untuk kembali
menjalin rumah tangga mereka denga baik seperti semula
d. Untuk mengembalikan tujuan perkawinan, kareana kebaikan
perkawinan tidak akan terwujud sebelum kedua suami istri sama-
sama hidup dalam ikatan akadanya.?

Rujuk dalam hukum syara’ karena padanya terdapat beberapa
perbedaan hikmah yang akan mendatangkan kemaslahatan kepada
manusia atau menghilangkan kesulitan dari manusia. Banyak orang yang
menceraikan istrinya tidak dengan pertimbangan yang matang sehingga
setelah putus perkawinan timbul penyesalan diantara kedua pihak. Dalam
keadaan menyesal itu sering timbul keinginan untuk kembali dalam ikatan
perkawinan, namun akan memulai perkawinan baru menghadapi beberapa
kendala dalam kesulitan. Adanya lembaga rujuk ini menghilangkan
keadaan dan kesulitan tersebut. Seorang isteri yang berada dalam masa
iddah talak raj’i disatu sisi diharuskan tinggal di rumah yang disediakan
oleh suaminya. Sedangkan suamipun dalam keadaan tertentu diam
dirumah itu maka terjadilaha kecanggungan psikologis selama dalam
masa iddah itu. Untuk keluar dari kecanggungan itu Allah member pilihan
yang mudah diikuti yaitu kembali kepada kehidupan perkawinan
sebagaimana semula kalau tidak mungkin bersatu lagi atau sudah tidak
ingin kembali kepada isteri yang ditalak maka habiskanlah masa iddah itu
sehingga perkawinan itu betul-betul putus atau talak bain.

Uraian diatas memperhatikan bahwa tujuan rujuk menurut ajaran
Islam yaitu:
1. Untuk mententramkan jiwa mereka (suami istri) dan anak-anak
mereka yang telah goncang dengan adanya perceraian .
2. Untuk mengobati hati masing-masing yang telah dihinggapi oleh
kehawatiran dengan adanya perceraian.
3. Untuk memperbaiki situasi yang buruk dalam keluarga mereka,
dan untuk memperkokoh kembali ikatan perkawinan.
2. Hikmah rujuk
Dianutnya rujuk dalam hukum syara’ karena terdapat beberapa
hikma yang akan mendatangkan keselamtan kepada manusia atau
menghilangkan kemaslahatan kepada manusia atau menghilangkan
kesulitan dari manusia.?

% Sayyid Sabiq, figih sunnah, (Bandung: PT Alma“arif, 1987), Cet. Ke-1, h. 151
2% Amir Syaruifudin, Hukum Perkawinan..., h. 347
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Hikmah yang terkandung dalam penetapan hak ruju’” bagi seorang
suami ialah-bahwa seorang manusia tidak akan merasakan keagungan
nikmat dan ketinggian kedudukannya melainkan jika ia telah dijauhkan
darinya. Seorang yang telah berpisah dengan istrinya. Ia merasa sangat
membutuhkan kehadiran rasa cintanya terhadap bekas istrinya. Ia
merasa sangat membutuhkan kehadirannya kembali, oleh karena
banyaknya kesulitan dan kesusahan yang ia hadapi sepeninggalannya
dan setelah ia jauh darinya. Ia menyesali apa yang ia lakukan terhadap
isterinya. Dalam hal ini, seorang wanita yang tinggi hati dan suka
meremehkan suaminya dan suka meremehkan suaminya dengan tidak
menjalankan apa yang menjadi hak dan kewajiban terhadap suaminya,
apabila ia ditalak oleh suaminya, maka biasanya akan timbul kesadaran
pada dirinya. Ia akan menyadari kekeliruan yang ia lakukan selama ini,
baik dalam masalah hubungan suami isteri maupun dalam urusan
rumah tangganya. Sehingga timbul dalam hatinya suatu keinginan
untuk memperbaiki semua kesalahan dan kekeliruan yang pernah ia
lakukan selama ini jika pada suatu saat nanti suami kembali
kepadanya.?”

Rujuk dalam Islam mengandung beberapa hikmah:

1. Menghindarkan murka Allah, karena penceraian itu sesuatu yang
sangat dibenci.

2. Bertobat dan menyesali kesalahan-kesalahan yang lalu untuk bertekat
memperbaiki kembali yang sudah-sudah terjadi ikatan
perkawinan.

3. Untuk menjaga keutuhan keluraga, dan menghindari perpecahan
keluarga.Terlebih lagi adalah untuk menyelamatkan masa depan
anak, bagi pasangan yang telah mempunyai keturunan. Telah
diketahui bahwa penceraian yang terjadi dengan alasan apapun tetap
saja menimbulkan ekses negatif pada anak.

4. Mewujudkan perdamaian. Meski hakikatnya hubungan perkawinan
suami isteri bersifat antara pribadi, namun hal ini sering melibatkan
keluarga masingmasing.?8

B . Maslahah Mursalah

1. Pengertian maslahah mursalah
Kata maslahah berasal dari kata kerja bahasa arab (é.a; - éa) menjadi
(els) atau (ila:) yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan.?
Sedangkan kata mursalah berasal dari kata kerja yang ditafsirkan sehingga
menjadi isim maful, yaitu : st et -V - Jo5i menjadi st yang berarti
diutus, dikirim, atau dipakai (dipergunakan). Perpaduan dua kata menjadi
maslahah mursalah yang berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang

27 Ahmad Mustofa Al-Maragi, Tafsir Almaragi, (Semarang : PT. Karya Toha Putra 1992), h. 295
28 Miftahul Jannah, Ta’aruf, Khitbah, Nikah, dan Talak, (Jakarta: PT.Grasindo, 2014) h.179
2 Khoirul Umam. DKk, Ushul Figih, (Bandung:Pustaka Setia, 2000) h.132
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dipergunakan menetapkan suatu hukum islam. Juga berarti, suatu
perbuatan yang mengandung nilai baik (bermanfaat).

Maslahah Mursalah menurut istilah terdiri dari dua kata, yaitu maslaha
dan mursalah kata maslaha menurut bahasa berarti " manfaat" dan kata
mursalah berarti "lepas". Gabungan dari dua kata tersebut yaitu maslaha
mursalah menurut istilah seperti dikemukakan Abdul Wahhab Kallaf,
berarti "sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak pula ada dalil
tertentu baik yang mendukung maupun menolaknya", sehingga disebut
maslaha mursalah (Maslaha yang lepas dari dalil-dalil khusus).30
Imam Al-Ghazali mena’rifkan yaitu:

s 5 it s o 1 e b el

“Maslahah pada dasarnya ialah meraih manfaat dan menolak madharat”.3!

Muhammad Abu Zahra memberi defenisi yang hampir sama dengan
rumusan Jalal al-Din di atas yaitu:

3 WL YL Fols ol Ags Y5 ) aplis ansdUl) lad
Artinya :

“ Maslahat yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan petunjuk tertentu
yang membuktikan tentang pembuktian atau penolakannya.”

Maslaha secara etimologis, yaitu maslaha jamaknya al-maslhalih diambil
dari kata al-shilah (baik) lawan dari fasad (rusak), Jadi istihlah itu
menghasilkan kerusakan. Maslaha mursalah secara etimologis menurut Ibnu
Taimiyah ialah pandangan mujtahid tentang perbuatan yang mengandung
kebaikan yang jelas dan bukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum
syara'.3?

Maslahah mursalah yang dimaksud ahli ushul figih adalah:bahwa
terdapat satu makna yang dirasa ketentuan itu cocok dengan akal dengan
dalil yang di sepakati tentang (hal tersebut) tidak terdapat.3?

Jumhur ulama berpendapat, setiap hukum yang di tetapkan oleh nash
atau ijma di dasarkan atas hikmah dalm bentuk meraih manfaat ataaau
kemaslahatan dan menghindarkan mafsadat. Dalam pada itu, setiap ,illah
yang menjadi landasan hukum bermuara pada kepentingan kemaslahatan
manusia (al-maslahah). Mereka percaya bahwa tidak satupun ketetapan

30
31
32
33

Satria Effendi. Unshul figih, (Jakarta:Kencana, 2009), h. 148-149
Khoirul Umam. DKk, Ushul Figih...., h. 135-236

Mardani. Ushul Figih, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) h. 228-229
Basiq Djalil. Ushul Figih, (Jakarta: Kencana, 2010) h.160
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hukum yang di tetapkan oleh nash yang di dalamnya tidak terdapat
kemaslahatan manusia, baik kemaslahatan di dunia maupun di akhirat.

Adapun manfaat al-mashlahah al-mursalah menurut Imam Maliki sebagai
mana hasil analisis Al-Syatibi adalah suatu maslahah yang sesuai dengan
tujuan, perinsip, dan dalil-dalil syara”, yang berfungsi untuk
menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat dharuriat (primer) maupun
hajjiyat (skunder). (Al-Istiham, juz :1229)

Penjelasan definisi-definisi di atas juga menjelaskan bahwa tidak semua
yang mengandung unsur manfaat bisa dikatakan mashlahah mursalah, jika
tidak termasuk pada maqashid asy-syari“ah.

Namun demikian, al-mashlahah al-mursalah itu jangan dipahami tidak
memiliki dalil untuk dijadikan sandarannya atau jauh dari dalil-dalil
pembatalnya. Tapi harus dipahami al-mashlahah al-mursalah berdasarkan
pada dalil yang terdapat pada syara®, namun tidak dikhususkan terhadap
al-maslahah al- mursalah ini. Bisa dikatakan melalui metode yang jauh,
seperti penjagaan terhadap roh, akal dan keturrunan.

Di antara contoh yang dapat dikatakan al-mashlahah al-mursalah
adalah kemaslahatan daulah Islam dalam penjagaan harta penduduk oleh
tentara ketika membutuhkannya, atau ketika adanya musuh, juga ketika
tidak sedikitpun harta yang dimiliki oleh negara karena dibelanjakan untuk
hal-hal yang kurang bermanfaat. Kemaslahatan seperti itu tidak ada
penguatnya dan tidak ad pula dalil yang membatalkannya, namun
termasuk sala satu dari maksud ketentuan syariat, yakni menjaga agama.

. Dasar hukum Maslahah Mursalah
Para ulama yang menjadikan maslahat sebagai salah satu dalil syara’
menyatakan bahwa dasar hukum maslahat mursalah, ialah:

a. Persoalan yang dihadapi manusia selalu tumbuh dan berkembang,
menunjukkan bahwa banyak hal-hal atau persoalan yang tidak terjadi
pada masa Rasulullah Saw., kemudian timbul dan terjadi pada masa-
masa sesudahnya, bahkan ada yang terjadi tidak lama setelah Rasulullah
Saw. meninggal dunia. Seandainya tidak ada dalil yang dapat
memecahkan hal-hal yang demikian berati akan sempitlah kehidupan
manusia, Dalil itu dalil yang dapat menetapkan mana yang merupakan
kemaslahatan manusia dan mana yang tidak sesuai dengan dasar-dasar
umum dari agama islam. Jika hal itu telahada, maka dapat direalisasi
kemaslahatan manusia pada masa, keadaan dan tempat.

b. Sebenarnya para sahabat, tab’in. tabi’it dan para ulama yang datang
sesudahnya telah melaksanakannya, sehingga mereka dapat segera
menetapkan hukum sesuai dengan kemaslahatan kaum muslimin pada
masa itu, Khalifah Umar telah menetapkan talak yang dijatuhkan tiga
kali sekaligus jatuh tiga, padahal pada masa Rasulullah Saw. hanya jatu
satu, Khalifah Utsman telah memerintahkan penulisan Al-Qur’an dalam
satu mushaf dan Khalifah Ali pun telah menghukum bakar hidup



golongan Syi’ah Radidhah yang memberontak, kemudian diikuti oleh
para ulama yang datang sesudahnya. 34

Adapun dalil Al-qur'an yang dijadikan dasar berlakunya
maslahah mursalah diambil dari al-quran sebagai berikut :
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Hai manusia sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari

Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada dalam
dada dan petunjuk serta bagi orang-orang yang beriman (Q.S Yunus 57)

Pada dasarnya para ulama berbeda pendapat dalam memandang
mashlahah, sedangkan mereka memandang sebagai hujjah syar“iyah dan
termasuk sala satu dari dalil-dalail pembinaan hukum, sedangkan ulama
lain memandang sebaliknya.

Abdul Wahab Khalaf dalam sebuah kitabnya menulis bahwa Imam Mliki
dan Ahmad serta pengikutnya berpegang kepada istislah sebagai sebagai
metode syar“iy untuk mendapatkan hukum vyang berkaitan dengan
pristiwa-pristiwa yang tidak ada baik nas maupun ijma

As-Syafi"i dan pengikut-pengikutnya dalam hal in menolak istislah.
Mereka berprinsip bahwa seorang yang berpegang dengan istislah identik
dengan orang yang berpegang dengan istihsan, dengan istislah memang
identik dengan istihsan.

Untuk bisa menjadikan maslahah al-mursalah sebagai dalil dalam
menetapkan hukum, ulama Malikiah dan Hanabilah menyariatkan tiga
syarat, yaitu:

1. Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara™ dan termasuk dalam
jenis kemaslahatan yang didukung nash secara umum.

2. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan,
sehingga hukum yang ditetapkan melalui maslahah al-mursalah itu benar-
benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak
kemudaratan.

3. Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan

kepentingan pri badi atau kelompok kecil tertentu.
Ulama golongan Syafi“iyyah, pada dasarnya, juga menjadikan maslahat
sebagai salah satu dalil syara“. Akan tetapi, Imam Syafi“i, memasukkan
ke dalam giyas,misalnya, ia meng-giyas-kan hukuman bagi peminum
minuman keras kepada hukuman orang yang menuduh zina, yaitu dera
sebanyak80 kali, karna orang mabuk akan mengigau dan dalam
mengigaunya diduga keras akan menuduh orang lain berbuat zina.

3 Ahmad sanusi, sohari, Ushul Figih, (Jakarta PT Raja Grafindo Persda, 2015), h. 80-81
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Hukum Islam telah lengkap dan sempurna. Menjadikan mashlahah
mursalah sebagai hujjah dalam menetapkan hukum Islam, berarti secara
tak langsung telah mengakui karakter kelengkapan dan kesempurnanan
hukum Islam. Artinya, hukumlslam itu belum lengkap dan sempurna,
masih ada yang kurang. Demikian juga memandang mashlahah mursalah
akan membawa dampak bagi terjadinya perbedaan hukum Islam
disebabkan perbedaan kondisi dan situasi. Hal ini menapikan universalitas,
keluasan, dan keluasan hukum Islam.

3. Persyaratan Maslahah Mursalah
Para ulama yang ber-hujjah dengan maslahah mursalah telah
memberikan kriteria-kriteria tertentu dan menvertifikasi mana yang
dipandang maslahah dan mana yang tidak. Hal ini mereka lakukan
dengan penuh kecermatan dan kehati-hatian, guna menghindarkan
dengan spekulatif manusia yang hanya berdasarkan hawa nafsu dan
kepentingan egonya dalam nalar dan perimbangannya, ketika melakukan
vertifikasi terhadap kemaslahatan tersebut. Persyaratan-  persyaratan
tersebut di antaranya, sebagaimana pandangan Imam Malik yang
direduksi oleh al-Syatibi, terdiri dari:
1. Kemaslahatan tersebut harus reasonable (ma’qulat) dan relevan dengan
kasus hukum yang dihadapi
2. Kemaslahatan tersebut harus menjadi blue print dalam memelihara
sesuatu yang prinsip dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan
(masyaqqat) dan kemudaratan;
3. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan intensi legislasi dan tidak
boleh bertentangan dengan dalil syara” yang gat’i

Imam al-Ghazali telah menetapkan argumentasi yang mendasari

statemennya, agar maslahah mursalah atau istislah dan menjadi dalil

dalam istinbat hukum harus memenuhi syarat-syarat dibawabh ini, yaitu;

1. Kemaslahatan tersebut termasuk dalam tingkatan atau kategori
kebutuhan pokok (daruriyyat). Artinya untuk menetapkan suatu
maslahah  tingkatannya harus diperhatikan, apakah akan
menghancurkan atau merusak lima unsur pokok (al-usul al-khamsah)
tersebut atau tidak;

2. Kemaslahatan tersebut harus bersifat pasti dan tidak boleh
disandarkan pada dugaan (zam) semata-mata. Artinya harus
diyakaini bahawa sesuatu itu benar-benar = mengandung
kemaslahatan;

3. Kemaslahatan tersebut harus bersifat universal, yaitu kemaslahatan
yang berlaku secara umum dan untuk kepentingan kolektif sehingga
tidak boleh bersifat individual dan parsial;

4. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan intensi legislasi hukum
Islam.

Abd al-Wahhab Khallaf dengan redaksi yang berbeda tetapi esensi
dan substansi hampir sama merangkum syrat-syarat Maslahah dapat
dijadikan hujjah, yaitu;
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1. Kemaslahatan itu harus hakiki dan tidak boleh didasarkan pada
prediksi (wahm). Artinya, dalam mengambil kemaslahatn tersebut
harus mempertimbangkan juga kemudaratan yang akan
ditimbulkannya, berarti kemaslahatan itu dibina atas dasar wahm.
Misalnya  upaya  merampas  haktalak suami  dengan
melimpahkannya pada hakim dalam setiap kondisi;

2. Kemaslahatan itu harus berlaku secara universal atau untuk semua
lapisan dan bukan untuk orang perorang atau untuk kelompok
tertentu saja (parsial). Artinya, kemaslahatan tersebut untuk
kepentingan mayoritas manusia atau untuk menghindarkan
mayoritas umat dari kesulitan dan kemudaratan;

3. Pelembagaan hukum atas dasar kemaslahatan (maslahah mursalah)
tidak boleh bertentangan dengan tata hukum dan dasar-dasar
penetapan nas (Alquran dan Sunnah) dan ijmak.

Demikianlah beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam penerapan
mashlahah sebagai sumberhukum. Dan dengan mengemukakan beberapa
syarat itu dapat dihindari suatu indikasi

penerapan mashlahah berarti menetapkan hukum secara subyektif
emosional sebagai mana sering dituduhkan oleh sebagian ulama.3>
Maslahat yang yang mu“tabarah(dapat diterima) ialah maslahat-maslahat
yang bersifat hakiki, yaitu meliputi lima jaminan dasar:

1. Keselamatan keyakinan agama,

2. Keselamatan jiwa,

3. Keselamatan akal,

4. Keselamatan keluarga dan keturunan,

5. Keselamatan harta benda

4. Macam -macam Maslahah Mursalah
Berbicara tentang kemaslahatan, ada tiga macam kemaslahatan:3¢

1) Kemaslahatan yang ditegaskan oleh Al-Qur’an atau Al-Sunnah.
Kemaslahatan semacam ini diakui oleh para ulama. Contohnya
seperti hifdzu nafsi, hifdzu mal, dan lain-lain.

2) Kemaslahatan yang bertentangan dengan nash syara yang gqathi’
Jumhur ulama menolak kemaslahatan yang bertentangan dengan
nash yang dhani, maka terdapat perbedaan pendapat di kalangan
para ulama.

3) Kemaslahatan yang tidak dinyatakan oleh syara, tapi juga tidak ada
dalil yang menolaknya. Inilah yang dimaksud dengan al-mursalah.

Bentuk ketiga ini pun tidak disepakati oleh para ulama. Para ulama yang

menolak penggunaan istihsan juga menolak penggunaan maslahah

mursalah ini. Jadi pembentuk hukum dengan cara maslahat mursalah
semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatn manusia dengan arti untuk

35 SGaifudin Zuhri, Ushul Figih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam...h. 101-104
36 Djazuli, Ilmu Figih, (Jakarta: Kencana, 2013) h.86
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mendatangkan manfaat atau menolak kemudharatan dan kerusakan bagi
manusia.?”
Maslahah Mursalah disebut juga Istishlah, Munasab, Mursal mula'im,
istidlal mursal dan istidlal.
Berdasarkan tingkatannya, Maslahah dapat dibagi kedalam tiga
tingkatan yaitu:3®

1) Maslahah dharuriyah, yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi
kehidupan manusia, harus ada demi kemaslahtan mereka, pengbaian
terhadap maslahah dharuriyah dapat berakibat pada terganggunya
kehidupan didunia, hilangnya kenikmatan dan turunya azab diakhirat.
Maslahah dharuriyah disyariatkan untuk melindungi dan menjamin
kelestarian agama (hifz al-din), melindungi jiwa (hifz al-nafs),
melindungi akal (hifz al-agl), melindungi keturunan (hifz al-nasl) dan
melindungi harta (hifz al-mal). Untuk melindungi agama Allah
mensyariatkanbermacam-macamibadah, mengharamkan perbuatan
murtad, melarang memakai sesembahan selain Allah dan lain-lain,
Untuk melindungi jiwa Allah melarang pembunuhan, melarang segala
tindakan yang membahayakan jiwa, mensyariatkan pernikhan,
mewajibkan mencari rizki, Untuk melindungi akal Allah
mengharamkan meminum-minuman keras, mewajibkan menuntut
ilmu dan lain-lain. Untuk melindungi keturunan Allah mensyariatkan
pernikahan melarang perzinaan, tabani (mengadopsi anak) dan lain-
lain, sedangkan untuk melindungi harta Allah mengharamkan
pencurian, riba, judi dan lain-lain.

2) Maslahah Hajiyah, yaitu segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh
manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan
penghalang terhadap maslahah hajiyah tidak menimbulkan ancaman
bagi keberlangsungan hidup manusiatetapi akan menimbulkan
kesulitan dan kesempitan dalam rangkamerealisasikan maslahah hajiyah
ini Allah mensyariatkan berbagai transaksi, seperti jual-beli sewa-
menyewadan memberikan beberapa keringanan hukum (rukhshah),
seperti kebolehan menjamak dan mengqashar shalat bagi musafir,
kebolehan menunda pelaksanaan berpuasa ramadhan bagi orang yang
sedang hamil, menyusui dan sakit, serta tidak diwajibkannya shalat
lima waktu bagi orang yang sedang haid dan nifas.

3) Maslahah Tahsiniyah, yaitu tindakan atau sifat-sifat yang pada
prinsipnya berhubungan dengan makarimul ahlak serta memelihara
keutamaan dalam bidang Ibadah, adat dan muamalah. Misalnya
mengenakan pakaian yang bagus-bagus ketika sholat, memakai
wewangian bagi laki-laki ketika berkumpul dengan orang banyak,
pengharaman makanan-makanan yang buruk atau menjijikkan
(khaba'is), larangan wanita menikahkan dirinya sendiri kepada laki-laki
yang dicintainya, dan lain-lain.

37 Ahmad Sanusi, Sohari, Ushul Figih, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) h.79
3 Suwarjin, Ushul Figih, (Yogyakarta: Teras, 2012) h.142
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Ketiga maslahah diatas merupakan titik tolak penerapan prinsip
maslahah mursalah sebab, sudah jelas bahwa setiap pensyariatan hukum
Islam selalu mengandung unsur kemaslahatan bagi manusia.

Dilihat dari segi eksistensinya, maka maslahat dibagi kepada tiga
macam, yaitu:3?

1) Maslahat al-Mu’tabarah, yaitu kemaslahatan yang terdapat dalam
nash yang secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya
seperti menjaga agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta. Allah
mensyariatkan jihad, karena untuk membela agama. Allah
mensyariatkan qgiyas karena wuntuk melindungi jiwa, Allah
memberikan hukuman had kepada peminum khamarkarena untuk
menjaga akal, Allah memberikan hukuman had kepada kepada
pelaku zina dan qadzaf, karena untuk menjaga kehormatan, dan
Allah memberikan hukuman had kepada pelaku pencurian, karena
untuk melindungi harta.

2) Maslahat al-Mughah, yaitu maslahat yang berlawanan dengan
ketentuan nash. Misalnya, menyamakan bagian warisan untuk anak
laki-laki dan anak perempuan penyamaan ini boleh jadi ada
kemaslahatan.

3) Maslahat al-Mursalah, yaitu maslahat yang tidak disebut oleh nash
penolakannya atau pengakuannya. Maslahah al-mursalah menurut
ushulliyin adalah al-maslahah dalam arti mendatangkan kemaslahatan
dan menolak kemudharatan. Contoh kemaslahatan mengkodifikasi
Al-Qur’an, pembukuan hadis, dan lain-lain.

Dilihat dari segi kandungan maslahah, Para ulama membaginya

pada dua sebgai berikut:

1) Maslahah al-Ammah, yaitu kemaslahatan yang menyangkut orang
banyak, kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan
semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat
atau kebanyakan umat. Seperti ulama membolehkan membunuh
penyebar bid’ah yang dapat merusak akidah umat karena
menyangkut kepentingan orang bnayak.

2) Maslahah  al-khashsah, yaitu kemaslahatan pribadi seperti
kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan
perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang
Dilihat dari segi berubah atau tidaknya maslahah:

Berdasarkan pembagian ini, Muhammad Mustafa al-Syaalabi
mengatakan seperti yang dikutip oleh Nasroen Haroen, ada dua
bentuk yaitu:

1) Maslahah al-Tsabitah

% Mardani, Ushul Figih, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) h. 230
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Maslahah al-tsabitah yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap,
tidaak berubah sampai akhir zaman. Misalnya kewajiban
shalat, puasa, zakat, dan haji.

2) Maslahah al-Mutaghayyirah

Maslahah al-Mutaghayyirah yaitu kemaslahatan yang berubah-
ubah sesuai dengan perubahan tempat waktu dan subjek huku.
kemaslahatan yang berkaitan dengan persoalan muamalah dan
adat kebiasaan seperti makanan yang berbeda-beda antara satu
daerah dengan daerah lain.

5. Kehujjahan Maslahah Mursalah
Menurut ulama-ulama terkemuka, bahwa Maslahah Mursalah itu
merupakan hujah syarigh. Diatasnya itu dibina hukum Islam. Masalah-
masalah yang tidak diatur oleh hukum, baik yang berdasarkan nash, ijmak,
kias atau istihsan, dalam hal ini orang mensyariatkan hukum yang
mengatur Mashlahah mutlak yaitu benar-benar Maslahah yang hakiki bukan
Maslahah yang diasumsikan.4’ Dalam hal pengambilan hukumnya para
ulama berbeda pendapat, perbedaan tersebut ada golongan yang
menerimanya sebagai hujjah syarish dan ada golongan yang menolaknya
sebagai hujjah syariah.41
a. Golongan yang menerima Maslahah sebagai hujah syariah adalah maszhab
maliki, mazhab hambali dan sebagian dari kalalangan syafi’iyah, Mereka
berdalil kepada:

1) Bahwa hukum Islam datang untuk melindungi kemaslahatan dan
menyempurnakan, menolak bencana dan meminimalisasi bahaya,
sesungguhnya hukum-hukum syariah itu menjaga kemaslahtan dan
kesucian para hambanya yaitu sebagai rahmat. Hal ini sesuai dengan
firman Allah dalam surah Al-An biyah:107
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Artinya: Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat

bagi semesta alam.(Q.S Al-Anbiyah:107)
Sesuai pula dengan surah yunus (10):57:
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40 Syekh Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih, (Jakarta:PT Asdi Mahasatya, 2005), h. 100
4 Mukasanah Pasaribu, “Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum
Islam” Jurnal Justitia, vol. 1, Desember, 2014, h. 356.
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Artinya: Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari
tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit dlam dada dan petunjuk serta
rahmat bagi orang-orang yang beriman. (Q.S Yunus:57)

Sesuai pula dengan surah AT-Taubah (9): 128
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Artinya: sungquh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu
sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan
(keimanan dan keselamatan) bagimu, Amat belas kasihan lagi Penyayang
terhadap orang-orang mukmin.

Dalil logika, yaitu kehidupan manusia terus berlanjut dan berkembang,
yang menuntut adanya kemaslahatan manusia. Hal ini, akan terwujud
dengan salah satunya menggunakan Maslahah Mursalah.

3) Dalil praktik sahabat, yaitu para sahabat menggunakan Maslahah sebagai

hujjah syariah, misalnya para sahabat telah mengkodifikasi Al-Qur'an
dalam satu mushaf, dan ini dilakukan karena Al-Qur'an bisa hilang. 4>

b. Golongan yang menolak, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Dzahiri, dan
sebagian kalangan Syafi'iyah. Mereka berargumen sebagai berikut.

)

Maslahah ada yang dibenarkan oleh syara'/hukum Islam, ada yang
ditolak dan ada yang diperselisihkan atau tidak ditolak dan tidak pula
dibenarkan. Maslahah Mursalah termasuk kategori maslahah yang
diperselisihkan. Penyikapan Maslahah Mursalah sebagai hujjah berarti
mendasarkan penetapan hukum Islam terhadap sesuatu yang
meragukan dan mengambil satu di antara dua kemungkinan tanpa
disertai dalil yang mendukung. Memandang Maslahah Mursalah sebagai
hujjah berarti mendasarkan hukum Islam pada keraguan. Sebab,
Maslahah Mursalah itu ditentukan lewat sekian banyak dalil dan dasar
pertimbangan sehingga menghasilkan zhanni yang kuat.

Sikap menjadikan Maslahah Mursalah sebagai hujjah menodai kesucian
hukum Islam dengan memperturutkan hawa nafsu dengan dalih
maslahah. Dengan cara ini akan banyak penetapan hukum Islam yang
didasarkan atas kepentingan hawa nafsu. Sebab, dunia terus bertambah
maju dan seiring dengan itu akan muncul hal-hal baru yang oleh nafsu
dipandang Maslahah, padahal menurut syara membawa mafsadah.

3) Hukum Islam telah lengkap dan sempurna.*3

42 Mardani, Ushul Figih, 2013, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 231
4 Asmawi, Perbandingan Ushul Figih, 2013, Jakarta: Amzah, h. 132
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Adapun menurut Wahyu Abdul Jafar mengenai golongan yang
menerima atau menolak untuk menjadikan Maslahah Mursalah sebagai
metode istinbath, Berkenaan dengan kehujahannya para wulama
mengemukakan empat pandangan, sebagai berikut : Pertama, menolak
Maslahah Mursalah selama tidak berdasarkan kepada sumber pokok (asal)
yang kuat (al-Qur’an dan Hadis). Maka jika berdasarkan kepada asal
yang kuat, maka ia termasuk qiyas. Kedua, Maslahah Mursalah dapat
diterima selama sesuai dengan Magqashid Asy-Syariah. Maslahah Maslahah
yang boleh diterima bisa terbebas dari berbagai batasan. Ketiga, Maslahah
Mursalah diterima apabila mendekati makna dari asal sabit (sumber
pokok yang kuat Al-Qur*an dan Hadis), meskipun secara langsung tidak
bersandarkan kepada sumber pokok yang berdiri sendiri. Keempat,
Maslahah Mursalah bisa diterima apabila merupakan dharurat yang pasti
(goth’i).44

Golongan Maliki sebagai pembawa bendera Maslahah Mursalah,
sebagaimana telah disebutkan, mengemukakan tiga alasan sebagai
berikut:

1. Praktek para sahabat telah menggunakan Maslahah Mursalah,

diantaranya:

a. Sahabat mengumpulkan al-Qur“an ke dalam beberapa mushaf.
Padahal hal ini tidak pernah dilakukan di masa Rasulullah SAW.
Alasan yang mendorong mereka melakukan pengumpulan itu
tidak lain kecuali semata-mata karena maslahat, yaitu menjaga
al-Qur“an dari kepunahan atau kehilangan kemutawatirnya
karena meninggalkannya sejumlah besar hafidh dari generasi
sahabat.

b. Khulafa ar-Rasyidun menetapkan keharusan menanggung ganti
rugi kepada para tukang. Padahal menurut hukum asal,
bahwasannya kekuasaan mereka didasarkan atas kepercayaan
(amanah). Akan tetapi ternyata seandainya mereka tidak
dibebani tanggung jawab mengganti rugi, mereka akan berbuat
ceroboh dan tidak memenuhi kewajibannya untuk menjaga harta
benda orang lain yang berada di bawah tanggung-jawabnya.
Sahabat Ali RA menjelaskan bahwa atas diberlakukannya ganti
rugi (memberi jaminan) disini adalah maslahat.

c. Umar bin Khatab RA memerintahkan para penguasa (pegawai
negeri) agar memisahkan antara harta kekayaan pribadi dengan
harta yang diperoleh dari kekuasaannya. Karena Umar melihat
bahwa dengan cara itu pegawai/penguasa dapat menunaikan
tugasnya dengan baik, tercegah dari melakukan manipulasi dan
mengambil harta ghanimah (rampasan) dengan cara yang tidak

4 Wahyu Abdul Jafar, “Kerangka Istinbath Maslahah Mursalah Sebagai Alternatif
Problem Solving Dalam Hukum Islam” Jurnal Hukum, Vol, 13 no 1, mei 2016, h. 107
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halal. Jadi kemaslahatan umumlah yang mendorong Khalifah
Umar menegluarkan kebijaksanaan itu.

2. Adanya maslahat sesuai dengan magqasid as-syarr’i (tujuan-tujuan
syar“i), artinya dengan mengambil maslahat berarti sama dengan
merealisasikan magqasid as-syarr’i. Sebaliknya mengesampingkan
maslahat berarti mengesampingkan magqgasid as-syarr’i. Sedang
mengensampingkan magqasid as-syarr’i adalah batal. Oleh karena
itu, adalah wajib menggunakan dalil maslahatatas dasar bahwa ia
adalah sumber hukum pokok (ashl) yang berdiri sendiri. Sumber
hukum ini tidak keluar dari ushul (sumber-sumber pokok), bahkan
terjadi sinkronisasi antara maslahat dan maqasid as-syar’i.

3. Seandainya maslahat tidak diambil pada setiap kasus yang jelas
mengandung maslahat selama berada dalam konteks maslahat-
maslahat syar“iyyah, maka orang-orang mukallaf akan mengalami
kesulitan dan kesempitan.4>

Golongan Syafi“iyah pada dasarnya juga menjadikan maslahatul
mursalah sebagai salah satu dalil syara®. Akan tetapi, Imam Asy-
Syafi“l memasukkannya dalam qiyas. Al-Ghazali, mensyaratkan ke-
maslahatkan yang dapat dijadikan hujjah dalam meng-
istimbathkan hukum, antara lain;

a. Maslahah itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara“.

b. Maslahah itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan
nash syara“.

c. Maslahah itu termasuk kedalam kategori maslahah yang dharuri,
baik menyangkut ke-maslahat-an pribadi maupun ke-maslahat-
an orang banyak dan universal, yang berlaku sama untuk semua
orang.

4 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Figih, 428.
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BAB III
KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

A. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Untuk Mendapatkan gambaran tentang Kompilasi Hukum Islam ini perlu
terlebih dahulu dijelaskan pengertian kompilasi dan asal usulnya. Penjelasan
ini diperlukan mengingat kenyataan menunjukkan bahwa masih banyak
kalangan yang belum memahami secara betul pengertian Kompilasi itu. Hal
ini disebabkan karena istilah tersebut memang kurang populer digunakan,
kendati dikalangan pengkajian hukum sekalipun. 46

Istilah Kompilasi berasal dari kata “Compilare” dari bahasa latin yang
mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, seperti misalnya:
mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan dimana-
mana, ¢ istilah ini dikembangkan menjadi “Compilation” dalam bahasa
inggris dan “Compilatie” dalam bahasa Belanda, selanjutnya dipergunakan
kedalam bahasa indonesia menjadi “Kompilasi” yang berati mengumpulkan
secara bersama- sama peraturan-peraturan yang berserakan untuk dijadikan
satu kumpulan hukum. Dalam pengertian hukum, Kompilasi merupakan
sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-
bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau atauran-aturan hukum.4?

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kompilasi berarti kumpulan yang
tersusun secara teratur (tentang daftar informasi, karangan dan sebagainya).’
Koesnoe memberi pengertian Kompilasi dalam dua bentuk. Pertama sebagai
hasil usaha mengumpulkan berbagai pendapat dalam satu bidang tertentu.
Kedua Kompilasi diartikan dalam wujudnya sebagai suatu benda seperti
berupa suatu buku yang berisi kumpulan pendapat-pendapat yang ada
mengenai suatu bidang persoalan tertentu. Bustanul Arifin menyebut
Kopilasi Hukum Islam sebagai “figih dalam bahasa undang-undang atau
dalam bahasa rumpun Melayu disebut Pengkanunan hukum syara. 5!

Secara umum, Kompilasi dapat merujuk pada pengumpulan hal-hal yang
tersedia secara teratur (baik), seperti buku, atau pengumpulan berbagai jenis
data. Dalam srti luas Kompilasi dapat diartikan sebagai:

4 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Persindo, 1992), h.9.

47 Barzah Latupono, dkk. Buku Ajar Hukum Islam, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 155.

48 Achmad Irwan Hamzani, Hukum Islam dalam sistem Hukum di-Indonesia, (Jakarta: kencana,
2020), cetakan I, h. 127.

4 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka,
2002), h. 584.

50 Moh. Koesnoe, Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam sistem Hukum Nasional, dalam Jurnal
Varia Peradilan, Tahun XI Nomor 122 Nopember 1995, h. 147.

51 Bustanul Arifin, “Kompilasi Figih dalam Bahasa Undang-Undang “. Dalam Pesantren, No. 2/vol.
11/1985, h. 25, dan Pelambagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah Hambatan Prospekny, (Jakarta:
Gema Insani Press, 1996), h. 49.
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1. Cara mengumpulkan beragam bahan untuk menyusun buku tabel statistik
atau dokumen lain, dan kemudian mengulangi prosesnya sebanyak
mungkin setelah memilih sumber daya.

2. sesuatu yang dikumpulkan, seperti buku yang disusun dengan bahan-
bahan yang dikumpulkan dari beberapa sumber literatur.

3. Menghimpun atau proses penghimpunan.

Definisi menurut penyusun dan uraian di atas yaitu suatu jenis proses
kumpulan berbagai bahan baku dan data yang dikumpulkan dari berbagai
sumber buku atau disusun kembali menjadi buku baru yang lebih terstruktur
dan sistematis. Proses pengumpulan ini dilakukan dengan bantuan seleksi
berdasarkan persyaratan.

Kompilasi tidak selalu merupakan karya hukum dengan kejelasan dan
kesatuan hukum, seperti yang dikemukakan oleh uraian sebelumnya.Adalah
buku hukum atau buku kumpulan yang memberikan gambaran luas tentang
materi hukum, pandangan hukum, atau hukum hukum tertentu, mirip
dengan kodifikasi tetapi dalam konteks Kompilasi Hukum.

Akibatnya, konsep kompilasi berbeda dari kodifikasi dalam keadaan ini.
Namun, semua pada dasarnya sama dalam hal literatur hukum;
perbedaannya terletak pada kepastian hukum dan konsistensi hukum.

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang ditetapakan dengan Inpres nomor 1
tahun 1991 tidak disebutkan secara tegas makna Kompilasi Hukum Islam.
Busthanul Arifin memahami Kompilasi Hukum Islam dengan cara
mengumpulkan pendapat-pendapat dalam masalah figih yang dianut umat
Islam Indonesia usaha pengumpulan diwujudkan dalam bentuk kitab hukum
dengan bahasa undang-undang dan selanjutnya kumpulan ini menjadi kitab
hukum yang dipedomani sebagai dasar bagi setiap putusan peradilan
agama. 52 Sedangkan kodifikasi Undang-Undang dan peraturan-peraturan
tersebut, dibukukan secara sistematis dan lengkap kemudian dituangkan ke
dalam bentuk kitab Undang-Undang seperti KUHPidana, KUHPerdata dan
lain-lain. Selain itu, kodifikasi selalu mempunyai kekuatan dan kepastian
hukum untuk menciptakan hukum baru atau mengubah yang telah ada.

B. Latar Belakang Dan Sejarah Kompilasi Hukum Islam

Ide penyusunan kompilasi hukum Islam timbul setelah beberapa tahun
Mahkamah Agung membina bidang tehnik yustisial Peradilan Agama.5?
Tugas pembinaan ini juga didasari oleh UUD No.14 tahun 1970 tentang
kekuasaan pokok kehakiman. Pasal 2 ayat 1 menyatakan" : penyelenggaraan

52 M. Sulaeman Jajuli, Figih Madzhab ‘Ala Indonesia ( Dalam Wasiat dan Hibah), (Yogyakarta :
Deepublish,2015) . h. 170.

5 Basiq Jalil, Pengadilan Agama di Indonesia, ( Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006),
cet. Ke-1, h. 109
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kekuasaan kehakiman tercantum pada pasal 1 diserahkan kepada badan-
badan peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas pokok
untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap
perkara yang di ajukan kepadanya”.

Peradilan Umum (PU), Peradilan Militer (PM) , Peradilan Tata Usaha
Negara (PTUN), dan Peradilan Agama (PA) adalah pengadilan yang
memegang kekuasaan kehakiman di Indonesia. Terlepas dari kenyataan
bahwa undang-undang itu disahkan pada tahun 1970, Pada tahun 1983,
setelah Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama menandatangani Surat
Keputusan Bersama, dibentuklah Pengadilan Perwalian (SKB). Ketua
Mahkamah Agung dan Menteri Agama. Selama membina Pengadilan Agama
Mahkamah Agung memandang adanya beberapa kelemahan, seperti hukum
Islam yang diterapkan dilingkungan Peradilan Agama yang cenderung
simpang siur karena adanya perbedaan pendapat ulama dalam menetapkan
suatu hukum dilingkungan peradilan didasari oleh perbedaan sumber
rujukan yang dijadikan hakim untuk memutuskan perkara-perkara.

Sebagai realisasi ketentuan di atas, pada tahun 1974 dikeluarkannya UU
No.l tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang ini merupakan
kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan di Indonesia, berlaku bagi
seluruh warga negara 5. Sebelum lahirnya undangundang perkawinan
pemerintah mencoba menindak lanjuti pesan Undang-Undang No.14 tahun
1970, proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama, hingga akhirnya
rancangan undang-undang Peradilan Agama dapat di ajukan dan disahkan
dan di undangkan tanggal 29 Desember tahun 1989 melalui lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 49.

Upaya ini bukanlah sematamata untuk memenuhi ketentuan undang-
undang No 14 tahun 1970 tetapi untuk memenuhi dan menghadirkan suatu
Peradilan Agama seperti yang dikehendaki pasal 63 ayat 1 undang-undang
perkawinan®. Dengan demikian Peradilan Agama memiliki kemandirian
untuk melaksanakan putusannya sendiri. Sebelum undang-undang nomor 7
tahun 1989 berlaku dasar penyelenggaraan peradilan beraneka ragam, antara
lain :

1. Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (staatsblad tahun
1882 nomor 152 dan staatsblad tahun 1973 nomor 116 dan 610).

2. Peraturan tentang kerapatan qadhi dan kerapatan qadhi besar untuk
sebagian residensi Kalimantan selatan dan timur ( staadsblad tahun 1973
nomor 638 dan 639).

3. Peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1957 tentang pembentukan
Pengadilan Agama diluar Jawa dan Madura, (lembaran negara tahun 1957
nomor 99)3.

4. Ketentuan yang dimaksud pasal 63 ayat 2 undang-undang perkawinan®’

5% Ahmad Rofiq. Hukum Islam.... h. 37
5% Ahmad Rofiq. Hukum Islam.... h. 40
5% Ahmad Rofiq, Hukum Islam.... h. 36
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5. Meskipun undang-undang No 7 1989 kompetensi absolut telah disebutkan
pada pasal 1989 namun masih sangat global untuk itu diperlukan adanya
kodifikasi dan unifikasi hukum yang memadai, maka berbarengan dengan
itu disiapkan juga penyusunan Kompilasi Hukum Islam dengan tujuan
untuk menyiapkan pedoman yang seragam bagi Hakim Pengadilan Agama
dan menjadi hukum positif yang harus dipatuhi oleh semua bangsa
Indonesia yang beragama Islam, dengan demikian tidak ada lagi perbedaan
keputusan pengadilan agama karena sering terjadi kasus yang sama
keputusannya berbeda, ini karena referensi hakim yang berbeda pula dan
dipengaruhi oleh situasi dan lingkungan.

Perbedaan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang pada
gilirannya menimbulkan sikap sinis masyarakat terhadap Peradilan Agama
dan hukum yang dipergunakannya yakni hukum Islam, selain itu wawasan
yang digunakan hakim mengenai hukum figh di Indonesia masih terpaku
pada mazhab Syafi’i, ini tidak dapat disalahkan pada hakim Peradilan Agama
karena hal ini didukung oleh pemerintah melalui surat edaran biro Peradilan
Agama No.B./1/735 tanggal 18 februari 1958 yang merupakan tindak lanjut.

PP no. 45 tahun 1957. Dalam rangka memberi pegangan kepada hakim
Peradilan Agama dimahkamah syar’iyah diluar Jawa dan Madura serta
sebagian bekas residensi Kalimantan Selatan dan Timur yang dibentuk
dengan peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 1957 serta hakim-hakim
diperadilan agama dan perapatan qadhi yang telah dibentuk sebelum tahun
1957, biro peradilan agama menentukan 13 kitab figh mazhab Syafi'i, Antara
lain:

a. Al- Bajuri

b. Fath al-Mu'in

c. Syarqawi ‘Ala al-Tahrir

d. Qulyubi Wa'amirah

e. Al- Mahalli

f. Tuhfah

. Targih al-Musytaq

h. Al-Qawanin al-Syar’iyah

i. Fath al-Wahab

j. Al-Qawanin al-Syar’iyah

k. Syamsuri Li al-Faraid

l. Bughyah al-Murtasidin

m. Al-Figh Ala al-Mazahib al-Arba’ah

n. Mughni Mujtaj

Seiring perkembangan zaman kesadaran hukum dalam masyarakat dan

perkembangan hukum Islam di Indonesia sendiri pada bagian abad 20

menunjukkan bahwa kitab-kitab figh tersebut menunjukkan bahwa tidak

seluruhnya kitab-kitab itu sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat di

Indonesia, sebagai contoh tidak termuatnya masalah hukum harta bersama,

57 Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia, ( Jakarta: PT. Raja Grapindo Persda, 2003), cet.
Ke-4, h. 126
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masalah ahli waris pengganti dan barbagai masalah perkawinan , kewarisan
dan perwakafan. Perkembangan ini menyebabkan lembaga Peradilan Agama
harus meningkatkan kemampuannya agar dapat melayani para pencari
keadilan dan memutuskan perkara dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya,
kemampuan seperti itu akan ada apabila terdapat satu hukum yang jelas
dalam satu kitab kumpulan garis-garis hukum yang dapat digunakan oleh
hakim Peradilan Agama. Atas pertimbangan inilah, mungkin antara lain
melahirkan surat keputusan besar ketua Mahkamah Agung dan Menteri
Agama pada tanggal 21 maret 1984 membentuk sebuah panitia yang diberi
tugas untuk menyusun kompilasi hukum Islam. Dan hukum Islam apabila
tidak dikompilasikan maka berakibat pada tidak seragam dalam menentukan
hukum Islam, tidak jelas bagaimana menerapkan syariah, tidak mampu
menggunakan jalan alat yang telah tersedia dalam UU 194558,

C. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam

Keberadaan Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada Inpres No. 1 Tahun
1991. Kedudukannya dalam Slstem Hukum Nasiona! dlarahkan kepada
kedudukan Inpres itu sendiri dalam tata urutan perundangundangan di
Indonesia. Artinya Kompilasi Hukum Islam itu kedudukannya dibawah atau
lebih rendah dari UU dan Peratiiran Pemerintah. Hanya saja materi Kompilasi
Hukum Islam yang termuat dalam Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku
IT tentang Kewarisan, dan Buku III tentang Perwakafan adalah merupakan
hukum Islam yang sudah lama hidup dan diamalkan oleh masyarakat
Indonesia yang beragama Islam. Sehubungan dengan hal tersebutldi atas
TahirAzhaii berpendapatbahwa dlkeluarkanhya Inpres No. 1 Tahun 1991
tentang Kompilasi Hukum Islam merupakan tindakan yang tepat karena
Inpres itu berisi perintah Presiden kepada pembantunya, dalam hal ini
Menteri Agama, agar la menyebarkan Kompilasi Hukum Islam kepada
Pengadilari Tinggi Agama dan Pengadilan Agama dengan maksud agar
Kompilasi Hukum Islam itu dapat dijadikan pedoman dalam memutuskan
perkara warga negara yang .beragama Islam yang berkaitan dengan
perkaraatau masalah perkawinan, kewarisari,. dan perwakafan.

Hampir senada dengan pendapat di atas adalah pendapat Abdullah'
Kalib; 'yang mengatakan bahwa tidak ada larangan bagi Presiden untuk
mengeluarkan intruksi kepada menteri-menterinya sebagai pembantu
Presiden, dengan catatan sepanjang visi dan tujuan intruksi itu tidak
bertentangan dengan Pancasiia, UUD 1945, Tap MPR dan UU yang masih
beriaku. Seianjutnya ia menyatakan bahwa diberiakukannya Kompilasi

% Abdul Halim, Politik Islam di Indonesia Kajian Posisi Hukum Islam Dalam Politik Hukum
Pemerintah Orde Baru dan Era Reformasi, ( Tt : Badan Litbang dan Diklat Dapartemen Agama Ri,
2008), cet. Ke-1, h.259

% TahirAzhari. "Kompilasi Hukum Islam sebagai Altematif." Dalam MimbarHukum No.
4Tahun/11/1991. hlm 15
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Hukum isiam dengan inpres No. 1Tahun 1991 itu cukup kuat kedudukannya
daiam rangka terciptanya ketertiban dan keterbinaannya keadiian serta
terjalinnya kepastian hukum.®Oleh karenaitu tidakiah masalah jika Kompiiasi
Mukum isiam yang mempunyai kedudukan kuat Itu menjadl hukum materiai
bagi Pengadilan Agama, dan memiiiki keabsahan otoritas bahkan dapat
dipaksakan berlakunya bagi umat isiam meiaiui kewenangan Pengadilan
Agama.®! Sementara itu Fajrui Falakh berpendapat bahwa Kompilasi Hukum
isiam tidak mempunyai otoritas untuk dijadikan sebagai hukum material
untuk perkara yang dlajukan ke Pengadiian Agama. Kedudukan Kompilasi
Hukum Isiam mirip dengan kedudukan berfoagai kitab figh yangdijadikan
rujukan oieh para hakim agam'a daiam memutuskan perkara di Pengadiian
Agama. Tidak ada iarangan bagi hakim agama untuk menjadikan Kompiiasi
Hukum Isiam sebagai saiah satu acuan atau pedoman daiam memutuskan
perkara di Pengadilan Agama."

Kedudukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di dalam sistim hukum
Indonesia dapat dilihat dari dua sisi, yaitu: Pertama, Kompilasi Hukum Islam
(KHI) sebagai hukum tidak tertulis. Konsepsi ini tercermin dalam
penggunaan instrumen hukum berupa Instruksi Presiden yang sesungguhnya
tidak termasuk ke dalam rangkaian tata urutan peraturan perundang-
undangan yang menjadi sumber hukum tertulis. Selain itu digunakannya
yurisprudensi Islam yang menjadi produk peradilan agama di Indonesia sejak
zaman dahulu semakin menekankan bahwa regulasi yang memuat tiga buku
ini merupakan peraturan yang masuk dalam kategori konvensi saja.

Kedua, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dikategorikan sebagai hukum
tertulis. Alasannya ialah Kompilasi Hukum Islam (KHI) menggunakan
sederet peraturan tertulis sebagai konsideransnya. Beberapa peraturan yang
diamksud antara lain: Undang Undang Nomor 22 Tahun 1964 jo. Undang
Undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah Nomor
28 Tahun 1977. Sumber-sumber konsiderans yang dikemukakan di atas
menunjukan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) bersubstansikan law and
rule yang pada gilirannya terangkat menjadi law dengan potensi political power.
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dipandang sebagai suatu produk
political power yang mengalirkan Kompilasi Hukum Islam ke dalam jajaran
peraturan. Pada akhirnya, masyarakat pengguna Kompilasi Hukum Islam
(KHI) yang menguji keberanian pandangan ini sehingga menjadikannya
sebagai hukum tertulis. Kehadirannya secara formal melalui Instruksi
Presiden Nomor 1 Tahun 1991 pada saatnya akan membuktikan bahwa
manusia dipandang mampu mengantisipasi kebutuhan hukumnya seperti

0 Abdullati Kalib. "Beberapa Catatan tentang Efektivitas Kompilasi Hukum islam," daiam
Moh. Mahfud MD. et. al(ed). Peradilan Agama him. 130

61 Yahya Harahap. "Materi Kompilasi Hukum islam", d:il;im Moti. Mahfud MD, et. al (ed).
Op. Cit hIm. 60
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yang dimaksud oleh the living law daripada sekedar mengklaim adanya the

ideal law tanpa akhir.23

Dapat dikatakan bahawasanya regulasi yang diterbitkan oleh Presiden
dalam bentuk instruksi tersebut, menjadi bagian dari pseudo-jurisprudence
yang berfungsi sebagai petunjuk pelaksanaan penegakan Undang Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk mengakomodir
penerapannya di lapangan, maka Pemerintah selanjutnya menerbitkan
Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tertanggal 22 Juli 1991.

. Ketentuan Rujuk Dalam Kompilasi Hukum Islam
Ketentuan-ketentuan mengenai rujuk di dalam Kompilasi Hukum Islam
(KHI) diatur dalam Bab XVIII Pasal 163 sampai dengan Pasal 169. Namun
definisi rujuk itu sendiri tidak diatur secara khusus didalamnya. Dan hanya
terdapat pasal-pasal yang memberikan gambaran secara global tentang
definisi rujuk tersebut. Seperti halnya pasal 118, Pasal 150 dan pasal 163 yang
menyatakan sebagai berikut:
Pasal 118
Talak Raj’i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama
masa ‘iddah.°?
Pasal 150
Bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas istrinya yang masih
dalam masa ‘iddah.%3
Pasal 163
(1) Seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa “iddah.
(2) Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal:
a. Putusnya perkawinan karena talak, kecuali yang telah jatuh tiga kali atau
talak yang dijatuhkan qoblq al-dukhul.
b. Putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan-
alasan selain zina dah Khuluk.%

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya definisi
rujuk dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah: kembali
hidup bersuami isteri antara laki-laki dan perempuan yang melakukan
perceraian dengan jalan talak raji dan bukan talak ba’in ataupun talak
sebelum kedua oang tersebut berhubungan suami isteri (qobla al-dukhul) juga
bukan percerain yang berdasarkan putusan Pengadilan karena suatu alasan
tertentu selain alasan-alasan zina dan Khulu, selama perempuan tersebut
masih dalam masa iddah tanpa melakukan akad nikah baru.

Didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak
terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah rujuk, demikian juga
halnya di dalam PP No. 9 Tahun 9 Tahun 1975 tentang pelaksanan Undang-
undang No. 1 Tahun 1974.

62 Kompilasi Hukum Islam , (Departemen Agama RI, 1997/1998), h. 54.
63 Kompilasi Hukum Islam,..., h. 66.
64 Kompilasi Hukum Islam, ..., h. 71.
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Akan tetapi, di dalam Peraturan Mentri Agama RI Nomor 3 Tahun1975
yang berisi ketentuan mengenai Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata
Kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakn Peraturan Perundang-
Undangan Perkawinan bagi yang beragama Islam, terdapat aturan-aturan
tentang permasalahan rujuk yaitu Bab XI pasal 32, 33 dan 34 yang kemudian
dikuatkan dan disempurnakan lagi dalam KHI Bab XVIII pasal 163 sampai
dengan pasal 169, yaitu sebagai berikut:

Pasal 163
(1) Seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa “iddah.
(2) Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal:
a. Putusnya perkawinan karena talak, kecuali yang telah jatuh tiga kali atau
talak yang dijatuhkan qoblq al-dukhul.

b. Putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan-
alasan selain zina dah Khuluk.
Pasal 164
Seorang wanita dalam ‘iddah talakraj’i berhak mengajukan kebenaran atas
kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
disaksikan dua saksi.
Pasal 165
Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas isteri, dapat dinyatakan
tidak sah sampai dengan putusan Pengadilan Agama.
Pasal 166
Rujuk harus dapat dibuktikan dengan kutipan Buku Pendaftaramn Rujuk
dan bila bukti tersebut, hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan
lagi, dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkan semua.
Tata Cara Rujuk
Pasal 167
(1) Suami yang hendak merujuk isterinya datanag bersama-sama isterinya
kepegawai Pencatat Nikah dan pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang
mewilayahi tempat tinggal suami isteri dengan membawa penetapan
tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan.
(2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan Pegawai
Pencatatan Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah
(3) Pegawai Pencatat Nikah Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah memeriksa
dan menyelidiki apakah suami yang merujuk itu memenuhi syarat -syarat
merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan
itu masih dalam iddah talakraj’i, apakah perempuan yang akan dirujuk
adalah isterinya.
(4) Setelah itu suami mengucapakan rujuknya dan masing-masing yang
bersangkutan beserta saksi-saksi mendatangani Buku Pendaftaran Rujuk.
(5) Setelah Rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatatn Nikah atau Pembantu
Pegawai Pencatatatan Nikah menasehati suami isteri tentang hukum-
hukum dan Kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.
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Pasal 168
Dalam hal rujuk dilakaukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatatan
Nikah daftar rujuk dibuat 2(Dua), disisi dan ditandatangani oleh masing-
masing rujuk yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim
kepada Pegawai Pencatatan Nikah yang mewilayahinya, disertai dengan
surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam Buku
pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan.
Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai
Pencatatn Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15(lima belas) hari
sesudah rujuk dilakukan
Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu
Pegawai Pencatatan Nikah membuatkan salinan dari daftar lembar kedua,
dengan berita tentang sebab-sebab hilangnya.

Pasal 169

Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjdinya

rujuk dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama ditempat
berlangsungnya talak yang bersangkutan dan kepada suami isteri masing-
masing diberikan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang
ditetapkan oleh Menteri Negara.

(2) Suami isteri atau kuasanya dengan membawa kutipan Buku Pendaftaran

rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya
Talak dahulu intuk mengurus dan mengambil kutipan Akta Nikah
masing-masing yang bersngkutan setelah diberi catatn oleh Pengadilan
Agama dan ruang yang telah tersedia pada kutipan Akta Nikah tersebut,
bahwa yang bersangkutan benar telah rujuk.

Catatan yang dimaksud ayat (2) berisi tentang terjadinya rujuk,tanggal
rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal kutipan Buku Pendaftaran Rujuk
dan tanda tangan Panitera.

Walupun tidak memuat tentang rujuk di dalamnya bahwa Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
merupakan peraturan perundang-undangan sedangkan Kompilasi Hukum
Islam (KHI) merupakan aturan yang berada di bawah kedua produk tersebut.

Oleh karena itu, penegasan dan penjabarannya ke dalam Kompilasi

Hukum Islam (KHI) tidak sampai betentangan atau melampaui apa-apa yang
tetap diatur dalam kedua produk hukum tersebut. Jadi tetap dipegangi
konsistensi materi antara kedua produk itu dengan penjabaran perluasan
ketentuan yang dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).
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BAB IV

IMPLEMENTASI KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) TENTANG RUJUK
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

A. Pencatatan Rujuk Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pelaksanaan rujuk telah diatur dalam Peraturan Mentri Agama RI Nomor
3 Tahun 1975 tentang kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan tata cara kerja
Pengadilan Agama dalam melaksanakan peraturan Perundang-undangan
Perkawinan bagi yang beragama Islam,® vyaitu sebagai berikut: Suami yang
hendak merujuk isterinya datang bersama-sama isterinya kepada Pegawai
Pencatat Nikah (PPN) atau PBNTR di daerah tempat tinggal isteri dengan
membawa surat kutipan Buku Pendaftaran talak dan surat keterangan lain
yang diperlukan (pasal 32 PMA Nomor 3/1975).

Sebelum (PPN) atau P3NTR, rujukan harus ada persetujuan istri. Pencatat
Nikah (PPN) atau P3NTR mengevaluasi dan menyelidiki syarat-syarat
rujukan menurut hukum munakahat, termasuk apakah perdamaian yang
akan dilakukan masih dalam iddah talak raj'i dan apakah wanita yang dirujuk
adalah istrinya. Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing
yang bersangkutan beserta saksi-saksi mendatangani Buku Pendaftaran
Rujuk.

Setelah rujuk dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau P3ANTR
menasehati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewjiban mereka yang
berhubungan dengan rujuk. Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan P3NTR.
Daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh masing -masing
yang bersangkutan serta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat
Nikah (PPN ) di daerahnya, disertai surat-surat keterangan yang diperlukan
untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Rujuk yang lain di simpan (pasal 33
PMA Nomor 3/1975).

Pengiriman lembaran pertama dari daftar rujuk oleh P3NTR dilakukan
selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan. Apabila
lembaran pertma dari daftar rujuk itu hilang, maka oleh PANTR dibuatkan
salinan dari daftar lembar kedua, dengan berita acara tentang sebab-sebab
hilangnay, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) membuat surat-suarat keterangan
terjadinya rujuk dan SK terjadninya rujuk dan mengirimkan kepada
Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak yang bersangkutan dan
kepada suami isteri masing-masing diberikan Kutipan Buku Pendaftaran
Rujuk menurut contoh yang ditetapakan Menteri Agama.

Suami Isteri atau kuasanya dengan membawa Buku Pendaftaran Rujuk
tersebut datang ke Pengadialn Agama di tempat berlansungnya talak dahulu
untuk mengurus/mengambil KUTIPAN AKTA NIKAH masing-masing yang
bersangutan telah rujuk. Catatan yang dimaksud diatas berisi tempat
terjadinya rujuk, dan ditanda tangan Panitera (pasal 32, 33. 34 Peraturan
Mentri Agama Nomor3 Tahun 1975).

6% Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia..., h.324.
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Isteri yang sudah di talak baik satu atau dua maupun cerai pertama atau
kedua dapat dirujuk (kembali lagi menjadi suami istri) oleh sang suami,
apabila dilakukan dalam tenggang waktu ‘iddah (pasal 32 ayat (3)) peraturan
Mentri Agama Nomor 3 tahun 1975, tentang tenggang waktu “iddah itu adalah 90
(sembilan puluh) hari lihat juga Undang-undang Nomor 1 Tahun pasal 11 Jo.
Pasal 39 PP nomor 9/1975.

Suami yang akan merujuk bekas isterinya yang telah di Talak atau cerai,
harus datang bersama bekas isterinya dengan membawa surat-surat yaitu
sebagai berikut:

1. Surat keterangan untuk rujuk dari Lurah Kepala Desanya (dapat di

pergunakan model keperluan cerai talak, dan rujuk)
2. Kutipan dari Buku Pendaftaran atau cerai.

Setelah dilengkapi syarat-syarat tersebut Pegawai Pencatatn Nikah atau
P3NTR memriksa: pegawai Pencatatn Nikah (PPN) mencatat dalam buku
Pendaftran Rujuk, kemudian membacanya, di mana perlu diterjemahkan
dalam bahasa daerah dihadapan yang merujuk dan dirujuk, saksi-saksi dan
selanjutnya ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Oleh Pegawai Pencatat Nikah dibuatkan kutipan dari buku Pendaftaran
Rujuk, yang masing-masing diberikan kepada suami yang merujuk dan isteri
yang dirujuk. Kemudian Pegawai Pencatat Nikah memberikan kepada
Pengadilan Agama ditempat suami dan atau isteri yang memberikan surat
keterangan talak dan atau memutuskan cerai bahwa suami isteri kembali pulih
sebagai sediakala

Ketentuan tentang tata cara rujuk tersebut kemudian dikuatkan lagi
dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 167, 168, dan 169.

Pasal 167 Menyatakan

1. Suami yang hendak merujuk isterinya datang bersama-sama isterinya

kepegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang
mewilayahi tempat tinggal suami isteri dengan membawa penetapan
tentang terjadinaya talak dan surat keterangan lain yang  diperlukan

Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan Pegawai Pencatatan

Nikah atau Pembantu Pencatatan Nikah.

3. Pegawai Pencatatan Nikah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa
dan menyelidiki apakah suami yang merujuk itu memenubhi syarat-syarat
merujuk menurut hukum munakahat , apakah rujuk yang akan dilakukan
itu masih dalam iddah talak raj’i, apakah perempuan yang akan dirujuk
adalah isterinya.

4. Setelah itu suami mengucapakan rujuknya dan masing-masing yang
bersangkutan beserta sakasi-saksi mendatangani Buku Pendaftaran Rujuk.

5. Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatatan Nikah atau Pembantu
Pegawai Pencatatn Nikah menasehati suami isteri tentang hukum-hukum
dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

Selanjutnya setelah rujuk dilaksankan, lebih banyak bersifat teknis
administratif, yang menjadi tugas dan kewenangan Pegawai Pencatat Nikah
atau P3BNTR.

Kompilasi pasal 168 menyatakan:

N
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1. Dalam hal ini dilakukan dihadapan Pembantu Pegawai Pencatatn Nikah
daftar rujuk dibuat rangkap 2 (Dua), diisi dan ditandangani oleh masing-
masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada
Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya, disertai dengan surat-surat
keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Rujuk
dan yang lai disimpan.

2. Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh pembantu Pegawai
Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah
rujuk dilakukan.

3. Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu
Pegawai Pencatat Nikah membuatkan salinan dari daftar lembar kedua,
dengan acara tentang sebab-sebab hilangnya.

Selanjutnya Pasal 169 Kompilasi menguraikan langkah administratif

lainnya:

1. Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya
ruyjuk dan mengirimkannya ke Pengadilan Agama di temapat
berlangsung talak yang bersangkuatn dan kepada suami dan isteri
masing-masing diberikan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut
contoh yang ditetapakn oleh Menteri Agama.

2. Suami isteri atau kuasanya dengan membawa kutipan Buku Pendaftaran
Rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya
talak dahulu untu mengurus dan mengambil kutipan Akta Nikah
masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh
Pengadilan Agama dalam ruang yang telah tersedia pada kutipan Akta
Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan benar talak rujuk.

3. Catatan yang dimaksud ayat (2) berisi tentang terjadinya rujuk, tanggal
rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal kutipan Buku Pendaftaran Rujuk
dan tandatangani Pnitera.

Ketententuan -ketenteuan mengenai rujuk dalam Kompilasi Hukum
Isalam (KHI) tersebut diatas menjelesakan bahwa pada hakikatnya
pelaksanaan rujuk sudah sepenuhnya mendapatkan ketentuan hukum
tetap yang aturan-aturannya harus dipatuhi dan akan ada sanksi hukum
yang konkrit bagi yang mengakibatkannya. Sekaligus untuk
memberikan Warning effek agar para pasangan suami isteri dengan
mudah menjatuhkan atau menggugat talak tanpa pemikiran
pertimbangan lebih lanjut.

Analisis Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Rujuk Persfektif
Maslahah Mursalah

Pelaksanaan rujuk dalam peraturan Menteri Agama RI No 3 Tahun 1975
sudah sesuai dengan Maslahah Mursalah karena apabila rujuk tidak tercatat
maka akan susah berurusan secara administrasi negara baik untuk anak-
anaknya maupun untuk dirinya sendiri. Selain dari itu rujuk diketahui oleh
pihak KUA akan berdampak positif dan sahnya suatu pernikahan akibat dari
perceraian.
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Berkenaan dengan peratura menteri agama RI No 3 Tahun 1975 tersebut
dapat dilihat bahwa istri memiliki hak untuk menolak kehendak rujuk
suaminya. Dalam konteks di atas, ada upaya menempatkan suami dan istri
dalam posisi yang setara dalam rujuk. Dalam hal ini memberi kemaslahatan
kalau seorang istri itu tidak ada perbedaan dengan suam, sehingga ada kesan
bahwa pasal tersebut dimasukkan ke dalam Kompilasi Hukum Islam untuk
mengurangi dominasi suami terhadap istri berkenaan dengan hak
menentukan nasib rumah tangganya.

Dalam hal ini rujuk jika ditinjau dengan teori dengan teori maslahah
mursalah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip maslahah mursalah yaitu:

1. Kemaslahatan tersebut adalah kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan
pribadi atau kemaslahatan khusus.

2. Kemaslahatan tersebut selaras dan sejalan dengan akal sehat

3. Pengambilan kemaslahatan tersebut merealisasikan kemaslahatan hajjiyah®®
Menurut penulis rujuk sudah selaras dengan maslahah mursalah karena

didalamnya mengatur kepentingan yang bertujuan untuk kepastian hukum.

Dalam hal ini jika dipandangan dengan teori maslahah mursalah rujuk sangat

sesuai dengan tujuan hukum islam yaitu mendatangkan kemaslahatan dan

menolak kemudaratan bagi manusia.

Kemudian rujuk sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat untuk
meyakinkan sahnya rujuk secara negara, karena ini merupakan satu-satunya
cara agar pernikahan itu tercatat kembali. Dalam hal ini jika dilihat dari segi
tingkatan kemaslahatan termasuk maslahah hajjiyah, karena pencatatan rujuk
sangat diperlukan untuk pencatatan administrasi negara dan sebagai
arsipnya. Maslahah hajjiyah yaitu kemaslahatan yang perlu dipenuhi untuk
menjamin kemudahan dan mengurangi kesulitan yang dapat membawa pada
kesusahan. maslahah hajjiyah adalah segala sesuatu yang sifatnya merupakan
kebutuhan sekunder bagi manusia yang seharusnya dilakukan usaha
pemenuhannya.®”

Rujuk jika dilihat dari segi berubah atau tidaknya maka berlaku tetap
untuk jajaran KUA dan masyarakat karena mereka berpedoman kepada pihak
KUA untuk mengetahui sah atau tidaknya rujuk dan ini termasuk kedalam
kategori Maslahah al-tsabitah yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak
berubah-rubah.%. Kemudian rujuk tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip
Mashlahah Mursalah dalam memelihara tujuan syara’ yaitu meraih manfaat dan
mencegah kemudaratan.

Rujuk memberikan manfaat yaitu menertibkan pencatatan pernikahan
secara administratif di KUA oleh karenanya ini merupakan kemaslahatan
umum dan bukan kemaslahatan pribadi dan ini sesuai dengan syariat Islam.
Dalam hal ini jika dilihat dari segi kandungannya termasuk kedalam Maslahah

h.64

% Suwarjin, ushul figh (yogyakarta:penerbit teras, 2002), h. 140
67 Saifudin Zuhri, Ushul Figih, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2011), h. 106
68 Hadi Peristiwo, “Konsep Al- Maslahah Al-Mursalah”, Jurnal Al-Ahkam, Vol. 15, Juni, 2019,
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al- ammah yaitu kemaslahatan yang menyangkut orang banyak. Kemaslahatan

umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang tetapi bisa berbentuk

kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat.%
Adapun maslahah Mursalah dari rujuk adalah:

1. Menghindari murka dan kebencian Allah swt. Karena talak adalah
perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah swt., maka rujuk
merupakan wasilah peredam kebencian-Nya;

2. Bertobat dan menyesali kesalahan-kesalahan yang lalu untuk bertekad
memperbaikinya. Dalam hal ini rujuk merupakan kesempatan bagi para
pihak untuk berintrospeksi diri atas kekeliruan-kekeliruan sejak awalnya
sehingga terjadinya talak;

3. Untuk menjaga keutuhan keluarga, dan menghindari perpecahan
keluarga. Terlebih lagi adalah untuk menyelamatkan masa depan anak,
bagi pasangan yang telah mempunyai keturunan. Pecahnya hubungan
perkawinan orang tua akan membawa pengaruh negatif bagi
pertumbuhan jiwa dan perkembangan si anak;

4. Mewujudkan ishlah atau perdamaian. Meski hakikatnya hubungan
perkawinan suami-istri bersifat antar pribadi, namun hal tersebut sering
melibatkan keluarga besar masing-masing. Karena itu ishlah perlu
mendapat penekanan.”0

Dari sudut pandang vyang berbeda, peneliti melihat bahwa
dimasukkannya rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam tidak terlalu urgen.

Sejatinya pasal-pasal yang berkenaan dengan keberatan-keberatan istri dan

wewenang Pengadilan Agama tersebut dapat diberlakukan secara otomatis

manakala tanpa harus menyertakan klausul pasal yang memuat perlunya
persetujuan istri dalam rujuk. Dimuatnya rujuk dalam Kompilasi Hukum

Islam hanyalah semata-mata untuk menunjukkan derajat kesamaan di

hadapan hukum yang merupakan asas yang dijunjung tinggi dalam hukum

positif Indonesia.

Sesungguhnya agama Islam memberikan hak perempuan yang sama
dengan laki-laki untuk memberikan pengabdian yang sama kepada agama,
nusa, bangsa, dan negara. Mereka memperoleh tempat yang mulia, tidak
seperti dituduhkan oleh sebagian masyarakat liberal bahwa Islam tidak
menempatkan perempuan sebagai subordinat dalam tatanan kehidupan
masyarakat. Suatu hal yang tidak dapat dibenarkan manakala kaum laki-laki
menuntut haknya saja dari kaum perempuan, sementara di sisi lain ia
melupakan hak-hak perempuan. keduanya memiliki kewajiban dan hak yang
seimbang. Segala permaslaahan yang terkait dengan kepentingan bersama,
dapat ditemukan solusinya sesuai prinsip mu “asyarah bi al-ma“ruf dalam
Islam. Namun demikian, adakalanya masing-masing pihak memiliki

h.64

9 Hadi Peristiwo, “Konsep Al- Maslahah Al-Mursalah”, Jurnal Al-Ahkam, Vol. 15, Juni, 2019,

70 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indones, h. 255
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keistimewaan yang secara sunatullah bersifat absolut dan tidak dapat diubah-
ubah.

Khusus dalam perkara rujuk, Islam telah menggariskan ketentuan bahwa
rujuk adalah hak mutlak suami yang tidak memerlukan persetujuan istri. Mau
tidak mau ketentuan yang demikian haruslah diterima sebagai aturan dari
Allah swt. Namun, apabila istri tidak menyetujui rujuk yang diajukan oleh
suami, maka istri dapat mengajukan jalur hak lain yang ia miliki yaitu khulu .
Suatu hak yang diakomodir oleh agama dan hukum positif sekaligus menjadi
instrumen dalam Peradilan Agama di Indonesia. Berdasarkan argumentasi ini,
maka sebenarnya pasal persetujuan istri terhadap rujuk tidak diperlukan.

Hal yang paling urgen dalam persoalan rujuk dari sudut pandang hukum
adalah keabsahan atau sahnya perbuatan rujuk. Masing-masing ketentuan
baik yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam maupun yang terdapat
di dalam Figh Empat Mazhab memiliki persyaratan masing-masing.
perkawinan yang diakui keabsahannya adalah perkawinan yang dibuktikan
dengan akta perkawinan yang resmi, demikian pula tentang talak dan rujuk
sebagai konsekuensi dari terbitnya akta perkawinan.

Bahwa Ketentuan tentang pelaksanaan rujuk tersebut hanya didasarkan
kepada konsep maslahah mursalah, karena tidak ada nash yang mengaturnya.
Dasar konsep ini adalah untuk membagun suatu peraturan hukum untuk
mewujudkan kemaslahatan umat, sebab sebagaiman nikah rujuk pun hanya
bisa dibuktikan dengan akta. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga ketertiban
hukum dan administratif dalam masyarakat.
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BAB YV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Kesimpulan berdasarkan sumber temuan analisis bab sebelumnya dan
pembahasan kasus, Penulis dapat menarik kesimpulan berdasarkan sumber
hasil analisis dan pembahasan kasus-kasus yang telah dibahas pada bab
sebelumnya mengenai Analisis Kompilasi Hukum Islam (KHI) dari Perspektif

Maslahah Mursalah, yaitu:

1. Mengenai pelaksanaan rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur
dalam Peraturan Mentri Agama RI Nomor 3 Tahun 1975 tentang
kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan tata cara kerja Pengadilan Agama.
Dalam melaksanakan rujuk, Suami dan istri yang hendak merujuk datang
bersama-sama ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau P3ANTR di daerah
tempat tinggal istri dengan membawa surat kutipan Buku Pendaftaran
talak dan surat keterangan lain yang diperlukan (pasal 32 PMA Nomor
3/1975). Pelaksanaan Ketententuan mengenai rujuk dalam Kompilasi
Hukum Isalam (KHI) tersebut menjelesakan bahwa pada hakikatnya
pelaksanaan rujuk sudah sepenuhnya mendapatkan ketentuan hukum
tetap yang aturan-aturannya harus dipatuhi dan akan ada sanksi hukum
yang konkrit bagi yang mengakibatkannya. Sekaligus untuk memberikan
Warning effek agar para pasangan suami istri dengan mudah menjatuhkan
atau menggugat talak tanpa pemikiran pertimbangan lebih lanjut.

2. Kompilasi Hukum Islam tentang rujuk termasuk kedalam maslahah
mursalah karena rujuk di dalam KHI diperlukan dalam kehidupan
masyarakat agar pernikahannya dicatat kembali dikantor Pegawai
Pencatat ~ Nikah. Dalam hal ini jika dilihat dari segi tingkatan
kemaslahatan termasuk maslahah hajjiyah, karena pencatat rujuk sangat
diperlukan untuk pencatatan administrasi negara dan sebagai arsipnya.
Kemudian rujuk dilihat dari segi berubah atau tidaknya rujuk termasuk
kedalam katagori maslahah al-tsabitah yaitu yang bersifat tetap, tidak
berubah-ubah. Rujuk memberikan manfaat yaitu menertibkan pencatatn
pernikahan secara administratif di KUA berlaku untuk semua orang maka
dalam hal ini rujuk dalam KHI termasuk kedalam maslahah AL-ammah.
Selanjutnya mengenai rujuk dalam KHI sudah sesuai dengan maslahah
mursalah yaitu mencegah kemudaratan dan mendatangkan kebaikan
yaitu mencegah terjadinya perceraian dan mengembalikan pernikahan.

B. SARAN
Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis lakukan dalam uraian
diatas, maka dalam hal ini penulis menyampaikan saran-saran

1. Untuk menjamin kepastian hukum dan hak-hak keperdataan, rujukan
harus memenuhi standar rukun yang dituangkan dalam fikih dan aturan
perundang-undangan. Untuk menjamin agar ketentuan pendokumentasian
rujuk ditaati oleh seluruh umat Islam, maka perlu ditambahkan pasal yang
menetapkan pelanggaran terhadap peraturan yang berkaitan dengan
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pencatatan rujukan dikenakan sanksi administratif. Kemenag harus
memperhatikan fakta bahwa rujuk nikah siri sama pentingnya dengan
nikah siri dan nikah cerai, sehingga instansi terkait seperti BP4 dan BK
dapat bekerja sama menangani masalah rekonsiliasi masyarakat,
khususnya pencatatan rekonsiliasi.

. Diharapkan jika upaya perdamaian melalui keluarga kedua belah pihak
gagal, suami istri akan bercerai dan melanjutkan ke langkah berikutnya
dalam prosedur hukum, daripada memaksakan perceraian secara
sewenang-wenang tanpa pedoman. Jika ada keinginan untuk kembali,
diharapkan pencatat nikah akan mendaftarkan kembali pasangan tersebut
sebagai suami istri sebelum pencatat nikah.
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Dosen Penyeminar Proposal Mahasiswa

Bengkuiu

Assalamu’alaikumWr Wb
Sehubungan akan dilaksanakan seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah
IAIN Bengkulu tahun 2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk
menyeminar proposal mahasiswa sebagaimana jadwal terlampir. Dengan
ketentuan sebagai berikut:

1. Presentasi proposal wajib mengunakan Power Point.

2. Sebelum presentasi proposal skripsi mahasiswa wajib membaca Al-
Qur’an 3 — 7 ayat.

3. Dosen wajib mengisi blangko keterangan membaca Al-Qur’an yang
disediakan dengan menyatakan T.ulus atau Tidak Lulus.

4. Jika mahasiswa dinyatakan Tidak Lulus dianjurkan agar mahasiswa
mengikuti pembinaan baca Al-Qur’an dilaboratorium tahsin dan
ibadah kemasyrakatan Fakultas Syariah.

5. Dosen menandatangani pengesahan seminar proposal setelah baca Al-
Qur’an mahasiswa tersebut baik.

Demikian surat ini atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikumWr . Wb
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HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul “ANALISIS PASAL 10 KOMPILASI HUKUM ISLAM
TENTANG RUJUK PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH”

Proposal ini disusun oleh:

Nama : Lesya Fera Oktaleny
NIM - 1711110019
Prodi/Smt : Hukum keluarga Islam/Semester 9¢

Telah diujikan oleh tim penyeminar proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam

Negeri (IAIN) Bengkulu Pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 6 Agustus 2021

Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penyeminar, oleh
karenanya sudah dapat diusulkan penetapan surat keputusan (SK) pembimbing skripsi.

Bengkuiu, Y November 2021

Penyeminar I
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Dr. Rohmadi, M.Ag Dr. Nenag Julir, Le., M.Ag
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Pembimbing Skripsi

Yth Bapak/Ibu .....occccvnvvvunevvennnnnnn,
Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
Bengkulu

Assalamu’alailum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah
IAIN Bengkulu tahun 2020/2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk
membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir,
Demikian disampaikan, terimakasih
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SURAT PENUNJUKAN
Nomor : 1370/In.11/ F.I/PP.00.9/12/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :
1. NAMA : Dr.Rohmadi, M.Ag

NIP. : 197103101996031001
Tugas :  Pembimbing I

2. NAMA : Dr Nenan Julir, Lc., M.Ag
NIP. : 197509252006012002
Tugas :  Pembimbing I

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan
dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi
mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

NAMA : Lesya Fera Oktaleny

NIM/Prodi : 1711110019/HKI

Judul Skripsi : “Analisis Pasal 10 Kompilasi Hukum Islam Tentang Rujuk

Perspektif Maslahah Mursalah”

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana

mestinya.
Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 02 Desember 2021
——AnJikan,
Tembusan : N
1. Wakil Rektor I e

2: Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.
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